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MOTTO

Dari kebenaran hukum cuma sedikit orang yang menginginkan kebebasan,
kebanyakan hanya menginginkan seorang tuan yang adil bukanlah berfikir benar
tetapi bertindak tepat.

(Spencer Johnson)

'https://ibenxs.wordpress.com/other/kata-kata-mutiara-dan-bijak-dari-para-pakar/diakses
pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00
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RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan
memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana tetapi tidak
dapat membuat surut para pelaku penyelundupan. Berkaitan dengan tindak pidana
kepabeanan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI.
dilakukan oleh terdakwa Sardiansa dengan bersama-sama menyelundupkan
barang impor berupa barang bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka, dll) yang tidak
tercantum dalam manifest. Hakim anak menjatuhkan putusan bebas yang
pertimbangannya menyatakan dimana dalam surat dakwaan alternatif penuntut
umum tidak tepat digunakan sehingga unsur Pasal 102 huruf a Undang-undang
kepabeanan dalam kedua dakwaan alternatif tidak terbukti.

Permasalahan yang bahas oleh peneliti ada 2 (dua), pertama mengenai
bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur
mengangkut barang impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki
daerah kepabeanan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan
penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya menggunakan bahan
hukum primer dan sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan yang pertama adalah Bentuk surat dakwaan alternatif penuntut
umum pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl tidak sesuai apabila
dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena yang dijadikan
dasar perbuatan pokok yang didakwakan penuntut umum adalah sejenis yaitu
mengenai penyelundupan barang impor yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga surat dakwaan yang tepat untuk
digunakan adalah berbentuk subsidair. Kedua, pertimbangan hakim menyatakan

bahwa unsur “mengangkut barang impor yang tidak tercantum ke dalam manifest,

xii
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memasuki daerah kepabeanan” sebagaimana dalam dakwaan primair tidak
terbukti sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena
faktanya terungkap juragan atau nahkoda kapal yang mempunyai tugas utama
melakukan tindak pidana tersebut, nahkoda kapal melanggar Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang
Ketentuan Umum Di Bidang Impor karena barang yang diangkut adalah barang
yang dilarang untuk diimpor, Maka terdakwa sebagai anak buah kapal tidak
memenuhi dalam unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam
manifest.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberi saran Penuntut umum
dalam membuat surat dakwaan seharusnya dengan benar-benar cermat, jelas dan
lengkap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
Kesalahan menerapkan bentuk surat dakwaan dapat melemahkan dakwaan
penuntut umum di dalam proses pembuktiannya sehingga nantinya terdakwa dapat
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Mengingat sudah diatur secara tegas
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas perlu adanya
pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat menyangkut penegakan hukum
kepabeanan sehingga para buruh kapal dapat menghindari penyelundupan barang

bekas.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan
ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas,
rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras
(minuman yang mengandung etil alkohol) dan barang-barang lainnya. Hal
tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara
ilegal atau melakukan tindak pidana kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah
Republik Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
telah mengatur ketentuan memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk
sanksi pidana yang melekat atas tindak pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat
membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah
pabean secara ilegal). Istilah penyelundupan (smuggling atau smokkle) menurut
Baharuddin Lopa dalam buku Yudi Wibowo Sukinto adalah:?

“Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi

formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama
dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam
ekspor dan impor khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau
pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk

atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.

> Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan

Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, 2013, hlm. 39


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang
dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak
dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar
barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor
pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk
menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tesebut sesuai dengan apa
yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nmor 17 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan
guna membuktikan kesalahan pada terdakwa, agar terdakwa tidak lepas dari
dakwaan penuntut umum maka surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas
dan lengkap (Pasal 143 ayat (2) KUHAP), Sehingga surat dakwaan akan menjadi
dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang
termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil
amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan
sebagainya. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyatakan:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini”

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan tetapi kebebasan
hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan
sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, hal tersebut

sesuai dengan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:
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“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat
dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di
sidang”

Putusan hakim tersebut menurut lilik mulyadi disatu pihak berguna bagi
terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan di
lain pihak, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai
keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta
secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan
moralits hakim yang bersangkutan.®

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hukum acara pidana baik itu
terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus seperti
tindak pidana kepabeanan, maka dimungkinkan oleh hakim mengeluarkan putusan
bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan unsur-unsur pasal yang
didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun
sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim
atas dasar pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Terdakwa dibebaskan dari hukuman, dasar hukumnya yakni Pasal 191
ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan “jika
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Apabila, kesalahan terdakwa
dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP,
diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dari keterangan
terdakwa, maka terdakwa dapat dipidana.

Berkenaan dengan betapa pentingnya putusan hakim, menarik untuk

mengkaji skripsi mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam

% Lilik Mulyadi, “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik
Penyusunan, Dan Permasalahannya)” , Citra aditya bakti, Jakarta, 2007, HIm. 119
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tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh terdakwa
Sardiansa dengan bersama-sama menyelundupkan barang impor berupa barang
bekas (pakaian, tas, sepatu, boneka, dll) yang tidak tercantum dalam manifest
berangkat berlayar dari pelabuhan Wanci Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten
Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan luar pabean Indonesia yaitu
Pelabuhan Dili Timor Leste dalam keadaan kosong.* Kejadian bermula saat
Sardiansa diajak oleh Hadi (Nahkoda kapal dan juragan KLM Jaya Raya-04)
bekerja sebagai anak buah kapal guna mengurus keperluan kapal kemudian
Sardiansa menyanggupinya dan dijanjikan dengan upah sejumlah Rp.750.000,-
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Hadi (dilakukan tuntutan secara terpisah)
ketika sampai di Pelabuhan Wanci®. Sardiansa dan ABK yang lain melakukan
pemuatan barang bekas sebanyak kurang lebih 1.200 ball yang berasal dari Dili
Timor leste tidak tercantum dalam manifest barang kemudian memasukkan
barang-barang yang akan diangkut dalam Kapal KLM Jaya Raya-04. Pada saat
Kapal BC9003 melakukan patroli, melihat ada kapal yang sedang menuju
pelabuhan Wanci kurang lebih 10 Mil dari radar kemudian komandan Patroli
memanggil Nahkoda untuk diadakan pemeriksaan dokumen dan muatan, hasil
pemeriksaannya adalah KLM Jaya Raya-04 memiliki dokumen kapal tetapi tidak
memiliki dokumen barang, karena barang yang diangkut adalah barang yang
dilarang untuk diimpor.® Penuntut umum mendakwa terdakwa anak dengan
dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 102 huruf a jo huruf h Undang-Undang
No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kedua Pasal 102 Huruf a jo huruf h
Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

*Lampiran Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI, him. 33-34
® Ibid, him. 32

® Ibid, him. 17
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No0.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-
Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.’

Penyelundupan barang impor dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu
Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PlI menimbulkan isu hukum yang menarik
dikaji, yang pertama terkait dengan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh
penuntut umum yaitu menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Namun
demikian dalam bentuk surat dakwaan alternatif pengertiannya adalah surat
dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang bersifat saling mengecualikan
satu sama lain. Dalam bentuk surat dakwaan alternatif ini memang mempunyai
kemiripan dengan bentuk surat dakwaan subsidair karena hanya satu dakwaan saja
yang akan dibuktikan, hanya saja dalam dakwaan alternatif hakim memilih
dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinan yang dipandang telah
terbukti karena bentuk surat dakwaan alternatif ini dipergunakan apabila belum
didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dibuktikan, tetapi jika
melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diperoleh dari fakta hukum
dalam persidangan, perbuatan terdakwa masuk dalam bentuk surat dakwaan
subsidair karena perbuatan yang didakwakan adalah sejenis yaitu mengenai Pasal
102 huruf a yaitu “Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam
manifest, memasuki daerah kepabeanan”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:
54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pengaturan Umum Di Bidang Impor
menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Mengingat
terdakwa beserta nahkoda, dan ABK yang lain melakukan pemuatan barang yang
dilarang untuk diimpor karena barang yang dimuat adalah pakaian bekas yang
tanpa ada ijin impor dan manifest barang kemudian mengangkutnya dari luar
pabean Indonesia dengan tidak memiliki formalitas pabean yang ditentukan oleh
undang-undang dapat dikatakan sebagai penyelundupan. Kendati demikian, hakim
anak menjatuhkan putusan bebas dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.
25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI. menyatakan dimana dalam unsur Pasal 102 huruf a

7 Ibid, him. 4-10
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Undang-undang kepabeanan yaitu “mengangkut barang impor yang tidak
tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan” tidak terbukti karena
Saardiansa hanya sebagai anak buah kapal,® dalam menjatuhkan putusan, yang
menjadi pertimbangan hakim ialah fakta-fakta yuridis yang terungkap di
persidangan dan keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis sehingga hakim yang
dalam pertimbangannya menyatakan unsur Pasal 102 tersebut tidak terbukti
dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul ketertarikan peneliti untuk
melakukan membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan Nomor.
25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI. untuk diangkat sebagai Karya Illmiah yang
berbentuk Skripsi dengan judul:”’ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (PUTUSAN NOMOR:
25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PL)”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam Putusan
Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.PI sudah sesuai dengan perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa ?.

2. Apakah pertimbangan Hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut barang
impor yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah
kepabeanan tidak terbukti dalam Putusan Nomor:
25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.PI sudah sesuai dengan fakta yang terungkap

dalam persidangan ?.

1.3 Tujuan Penelitian

® Ibid, him. 39 paragraf kedua menyatakan “terdakwa selaku ABK tidak bertanggung jawab
untuk menyediakan manifest tersebut.....bukan berarti terdakwa telah mengangkut barang impor
yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah kepabeanan”
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Setiap kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan pasti harus memberikan
kegunaan yang jelas. sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini
mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengkaji bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum dalam
Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Pl dikaitkan dengan perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa;

2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur mengangkut
barang import yang tidak tercantum kedalam manifest, memasuki daerah
kepabeanan dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.PI dikaitkan
dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh
sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit
dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.® Sehubungan dengan hal
tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk
menghaslikan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan
perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian

sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe

penelitian hukum (legal research) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu
adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan

(act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum)

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2015, him 57.
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atau prinsip hukum.'® Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian
hukum normative, menurut Soerjono Soekanto! penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk itu
penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang
bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang
berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah
Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan,

pendekatan-pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian hukum adalah
pendekatan undang-undang (statute appoarch), pendekatan kasus (case
appoarch), pendekatan historis (historical appoarch), pendekatan komparatif
(komparative appoarch), pendekatan konseptual (conceptual appoarch).'?
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:*

a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan
dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok
bahasan.Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu
penelitian. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian
skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer;

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
hukum.

©1bid, him. 47

' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Pt. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2014, him. 13.

*2 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. him. 133-135.

3 Ibid., hlm. 133-135.
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1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. untuk memecahkan isu

hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya
diperlukan sumber-sumber peneliti. sumber-sumber penilitian hukum dapat
dibedakan menjadi sumber-sumber peneliti yang berupa:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.** Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan
yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang

Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No.
229/MPP/Kep/1997 Tentang Ketentuan Umum diBidang Impor.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007

Tentang Pemeriksaan Barang Impor.

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-

DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 48/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

“Ibid, him. 181
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9. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No0:51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

10. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI
yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan®®, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi,
dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan
skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang
berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan
ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang

diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah
menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara
umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai
perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Menganalisis bahan yang diperoleh agar
dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :*°

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum;

B1pid, him.195

'® Ibid, him. 171
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5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun
di dalam kesimpulan.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan;

2. Pengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, sehingga bahan non hukum tidak dipergunakan
dalam penelitian ini;

3. Melakukan telaah atas isu hukum dikaitkan dengan Putusan Nomor:
25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI, sebagaimana diuraikan di dalam Bab IlI
Pembahasan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu
hukum, sebagaimana terdapat pada Bab IV Kesimpulan;

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan, sebagaimana terdapat pada saran.

. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan
yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai
kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode
deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis

minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kepabeanan
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum di Indonesia masih
belum mencapai keseragaman pendapat satu sama lain, dimana ada yang
menggunakan kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, ada juga Yyang
menggunakan istilah tindak pidana seperti yang sering digunakan dalam
perundang-undangan di Indonesia khususnya. Pendapat Menurut Pakar Hukum
diantaranya:

1. Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut
disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang
melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana
dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya
ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.*’

2. Menurut Lamintang:

“pembentukan  undang-undang Indonesia telah menggunakan
perkataan "strafbaar feit' untuk menyebutkan apa yang dikenal
sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang
sebenarnya dimaksud dengan perkataan "straafbaar feit" tersebut.
Perkataan "feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti
"perbuatan™ sedangkan "strafbaar" berarti" dapat dihukum®, sehingga
secara harfiah perkataan "strafbaar feit” dapat diteriemahkan sebagai
"sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”. Tindak pidana
adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan
hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam
perbuatan pidana mempuyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian
yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkrit yaitu adanya

YMoeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PTRineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 59

12
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kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang dan
adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.”*®

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang
berbeda-beda mengenai terjemahan strafbaar feit namun semua pengertian
tersebut bermaksud memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai
acuan. Dari uraian mengenai tindak pidana, maka uraian mengenai pengertian
kepabeanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
kepabeanan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta
pemungutan bea masuk dan bea keluar.'® Jadi tindak pidana kepabeanan
merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang
kepabeanan. Pada dasarnya untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan
pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik.

Sebagai upaya untuk penanggulangan delik-delik dalam tindak pidana
kepabeanan adalah dengan merubah Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10
Tahun 1995 yaitu dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 karena terdapat
beberapa pembagian rumusan jenis tindak pidana dengan diatur mengenai konsep
penyelundupan dibidang impor yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 102
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

Pengaturan jenis tindak pidana kepabeanan dalam undang-undang
kepabeanan, Menurut WCO Hanbook for Commercial Fraund Investigators ada
16 tipe tindak pidana kepabeanan:?

1. Penyelundupan;
2. Uraian barang tidak benar
3. Pelanggaran nilai barang

8p AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, him. 181

“Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Adrian Sutedi, Op. Cit, him. 70
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4. Pelanggaran negara asal barang

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah;
6. Pelanggaran impor sementara;

7. Pelanggaran perizinan impor atau ekspor;

8. Pelanggaran transit barang;

9. Pemberitahuan jumlah barang tidak benar;

10. Pelanggaran tujuan masuk;

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen;
12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual,

13. Transaksi gelap;

14. Pelanggaran pengembalian bea;

15. Usaha fiktif;

16. Likuidasi palsu.

Secara umum ada pendapat dari pakar hukum dan beberapa literatur
mengenai Penyelundupan, anatara lain sebagai berikut:**

a. Andi Hamzah Mengatakan bahwa

“istilah Penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah
yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana
seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan
atau mengeluarkan barang ke atau dari dalam negeri dengan latar
belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan
dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat
oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan semacamnya, narkotika
(faktor keamanan), Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam
pengertian luas.”

b. Ordonantie Bea STBL. 1882. Nomor 240 memberikan rumusan

penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 26b yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang dan
mencoba(trachten) mengimpor atau mengekspor barang tanpa
menngindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonansi Bea dan
Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya.”

Jadi dalam skripsi ini, membahas kasus mengenai tindak pidana kepabeanan
khususnya pengaturan mengenai masalah penyelundupan barang bekas yang
dilakukan oleh terdakwa anak, maka berdasarkan asas lex specialis derogat lege
generalis, ketentuan mengenai masalah tindak pidana kepabeanan khususnya

penyelundupan barang impor diatur lebih khusus di dalam Pasal 102 Undang-

2L 1bid, him. 358
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Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Sebelum diberlakukan undang-undang yang
baru, ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha importir maupun apa
saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang
tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang
kepabeanan tersebut.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
toerekenbaarheid,  criminal  responbility,  criminal liability,  bahwa
pertangungjawaban pidana dimaksudkan untuk menetukan apakah seorang
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi
atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau
dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu
bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan
tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan
atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang
dilakukan tersebut.?

Menurut  Roeslan  Saleh®,  tidaklah ada  gunanya  untuk
mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu
sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan
bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan
kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan
pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggungjawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan

22 Roeslan Saleh, "Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana”, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1982, him. 10.

2 1bid, him. 75
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d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sebdiri karena di
samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang,
juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban
tersebut. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah subjek
hukum (legal subject), sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban
dalam hubungan-hubungan hukum, dimana subjek hukum dapat merupakan orang
atau naturlijkperson dan bukan orang atau rechtperson. Rechtperson biasa disebut
badan hukum yang merupakan Persona ficta atau orang yang diciptakan oleh
hukum sebagai persona. Dalam tindak pidana kepabeanan khususnya dalam
Penyelundupan barang sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana merupakan suatu perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum
orang dan subjek hukum badan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanan dalam hal
penyelundupan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku
tindak pidana penyelundupan yang berhubungan dengan suatu perusahaan atau
korporasi, dimana terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk
menentukan dasar-dasar yang patut agar korporasi dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi,
awalnya dikenal ada dua macam doktrin yaitu Strict liability (tanggung jawab
ketat atau tanggung jawab mutlak) dan Vicarious Liability (Tanggung jawab
pengganti). Namun pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus
mempertimbangkan unsur kesalahan (mens rea), maka sebagaimana yang
dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount
Haldane yang dikenal dengan “Theory of primary corporate criminal liability”
yang kemudian terkenal dengan sebutan ‘“ldentification Theory” . dengan
demikian, maka dikenal ada 3 doktrin pertanggungjawaban korporasi yang
masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu sebagai
berikut:*

**Yudi Wibowo Sukinto, Op Cit, him 170-172
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1. Doktrin ldentification Theory
Menurut Michael J.Allen yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam
buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk, menyatakan bahwa:®

“The corporation will only be liable where the personwas
identified with it was acting within the scope of his office; it will
not be liable for acts which be did in his personal capacity”

“korporasi hanya akan bertanggung jawab jika orang
diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup
jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas
tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas
pribadinya ”’

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila individu diberi wewenang
untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi
tersebut, maka unsur mens rea yang ada dalam para individu tersebut
dianggap sebagai unsur mens rea perusahaan, sehingga korporasi harus
bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di
dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup
kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.?

Doktrin ini memandang bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap
batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin
perusahaan.Unsur-Unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan
dari sikap batin dari beberapa pejabat senior. Teori tersebut menyatakan
bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai
perbuatan atau kesalahan korporasi, dalam pandangan ini pengertian pejabat
senior bermacam-macam. Meskipun pada umumnya pejabat senior adalah
orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama,

yang biasa disebut “para direktur dan manager”.?’

% Rufinus Hotmaulana Hutauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, HIm.50

%% |bid, HIm. 48

*”Yudi Wibowo Sukinto, Op Cit, HIm. 171
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2. Doktrin Vicarious Liability
Menurut Black’s Law Dictionary, vicarious liability adalah”:?®

“Liability that a supervisory party (such as an employer) bear
for the actionable conduct of sub ordinate or associate (such as
an employer) because of the relationship between the two
parties”

“pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti
seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari
bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai)oleh
karena hubungannya antara kedua belah pihak”

Menurut Barda Nawawi Arief, vicarious liability dapat diartikan
bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab
atas tindakan orang lain (the legal responsibility of one person for the
wrongful acts of another), atau beberapa sumber sering disingkat dengan
sebutan “pertanggungjawaban pengganti”’. Pertanggungjawaban seperti ini
hampir semuanya ditujukan pada delik dalam undang-undang. Mengenai
Vicarious Liability diartikan bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang
atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Doktrin ini
majikan (employer) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-
perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang
lingkup tugas/pekerjaannya. Hal itu didasarkan pada ‘“employment
principle” yang menyatakan bahwa “the servant’s act is the master’s act in
law.?®
3. Doktrin Strict Liability

Dalam doktrin strict liability, pertanggungjawaban tidak harus
mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban
korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang
sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun

pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (mens rea). Dijelaskan oleh

2 Black’s Law Dictionary, HIm.927

*® Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Op.,Cit, HIm. 54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Romly Atmasasmita, Strict liability hampir sama dengan Vicarious liability,
namun bedanya terletak pada pengenaan pertanggungjawaban pidananya,
dimana pada strict liability pertanggungjawaban pidananya bersifat
langsung, sedangkan pada vicarious liability pertanggungjawaban

pidananya bersifat tidak langsung.®

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakanan

Pada penulisan skripsi ini, terdakwa didakwa dengan bentuk surat dakwaan
alternatif, yaitu kesatu Pasal 102 huruf a jo huruf h Undang-Undang Nomor.17
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, kedua Pasal 102 huruf a jo huruf h UU No.17
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No0.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan jo Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni sebagai
berikut:

“Setiap Orang yang:

(@) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

(b) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat
lain tanpa izin kepala kantor pabean;

(¢) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A
ayat (3);

(d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang
ditentukan atau diizinkan.

(e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum

(f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan
berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa

**yudi Wibowo Sukinto, Op Cit, HIm. 172
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persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;

(g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara
atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor
pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di
luar kemampuannya;

(h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang
impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena
melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh)  tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

Pasal 55 ayat (1) KUHP yakni sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut
serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya

melakukan perbuatan.”
Pasal 56 KUHP yakni sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan;

2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim berusaha mencari dan
membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,
serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan
Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2013/PN.PI, telah terpenuhi unsur-unsur tindak
pidana kepabeanan. Hakim anak merubah dengan bentuk dakwaan subsider
sehingga unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

Primer
1) Setiap Orang
2) Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest,

memasuki daerah kepabeanan
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3) Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan
Subsider:
1) Setiap Orang
2) Mengangkut barang import yang tidak tercantum kedalam manifest,
memasuki daerah kepabeanan

3) Membantu melakukan

2.2 Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Rangka Impor
2.2.1 Pengertian Impor dan Kewajiban Importir

Tindak pidana kepabeanan dalam rangka kegiatan impor ini sudah diatur
dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana
transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat
(kendaraan bermotor dan pelintas batas). Pengertian mengenai impor sendiri
terdapat di dalam Pasal 1 butir 13 bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan
barang kedalam daerah pabean”. Menurut pendapat Setyowasis dalam buku Yudi
Wibowo Sukinto bahwa “yang dimaksud dengan impor adalah pemasukan barang
dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean”.?’1

Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Kepabeanan yang menyatakan
bahwa “Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana yang dimaksud
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.” Sehingga dalam hal
ini, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlukan sebagai barang
impor dan terutang bea masuk. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean
adalah barang yang legal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diatur dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
(BTBMI).

*1 yudi Wibowo Sukinto. Op. Cit, him. 125
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Sedangkan pengertian importir adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang mengimpor, dalam hal ini importir bertanggung jawab atas bea
masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.* Kewajiban
importir yang diatur diluar perundang-undangan yang harus ditanggung oleh
importir, yaitu: biaya sewa gudang (sarana pengangkut pesawat udara), biaya
penumpukan kontainer, biaya perusahaan jasa Kepabeanan (PPJK)/ forwarder
service, jasa transportasi. tetapi yang terlebih penting yaitu kewajiban importir
baik perorangan maupun badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam rangka memasukkan
barang kedalam daerah pabean (impor) adalah®:

1) Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan;

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn
BM);

3) Pajak Penghasilan (PPh);

4) Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan
sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, yaitu: invoice, Bill Of Lading,
Packing List, dan manifest

5) Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2.2.2 Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Dalam tata laksana kepabeanan di bidang impor ini, tata cara impor secara
umum diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik
Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang ketentuan umum
dibidang impor secara umum:

1) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki
Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Impor Sementara
(APIS), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)

%2 pasal 30 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

%y udi Wibowo Sukinto, Op. Cit, him. 126-136
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2) Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah
memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), yang diterbitkan
oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai

3) Importasi barang yang dipakai, importasi wajib mengisi formulir
pemberitahuan barang (PIB), dengan lengkap

4) Pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia No. 229/MPP/Kep/1997 tanggal 4 Juli 1997
mengatur mengenai barang yang diimpor harus dalam keadaan baru
tetapi terdapat pengecualian yaitu dalam Pasal 2 ayat (1)
dikecualikan mengenai :

a. Barang pindahan;

b. Barang Impor Sementara, barang kiriman, hadiah untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan;

c. Barang perwakilan negara asing, beserta para pejabat yang
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

d. Barang untuk keperluan badan internasional beserta
jabatannya yang bertugas di Indonesia;

e. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007
tentang Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 November
2007 dan diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

1) Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
bea dan cukai atau sistem komputer untuk memastikan bahwa
pemberitahuan pabean dimuat dengan lengkap dan benar;*

2) Pejabat pemeriksa dokumen adalah pejabat bea dan cukai yang
berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data
pemberitahuan pabean;®

3) Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
bea dan cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan
jenis  barang impor yang diperiksa guna keperluan
pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean:*®

4) Pejabat pemeriksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan

3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 tentang
Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 dan diberlakukan
mulai tanggal 15 Desember 2000. Pasal 1 ayat (8).

* Ibid, Pasal 1 ayat (9).

% Ibid, Pasal 1 ayat (10).
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ditunjuk secara lagsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan
atau oleh pejabat bea dan cukai;*’

5) Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik barang yang
dilakukan oleh prakarsa pejabat bea dan cukai untuk
mengamankan hak-hak negara atau memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.®

2.3 Surat Dakwaan
2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat dibicarakan dari berbagai segi, mulai dari hal yang
berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat surat dakwaan, dan sebagainya.
Surat menjadi kelaziman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila kita
hendak memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui
definisi yang menggambarkan pengertian tentang dakwaan, sebagai bahan
patokan, maka pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap bahwa “pada umumnya surat
dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian : surat/
akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari
hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal
tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan
surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi
hakim dalam sidang pengadilan.®

2. Menurut Andi Hamzah dalam buku Djoko Prakoso “Terdakwa
hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang
disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik
tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat
dipidana”.*°

Berbagai definisi sebagaimana diuraikan di atas, kelihatan berbeda satu

sama lain, namun demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan

% Ibid, Pasal 1 ayat (11).
* Ibid, Pasal 1 ayat (11).

*M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika,
Jakarta, 2014, him. 387

“Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam
Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1988, him. 94
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itu terkandung pula persamaan pada intinya persamaan berkisar pada hal-hal
sebagai berikut:*
1. bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya
surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda
tangan pembuatnya.
2. bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element
yang sama Yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan
beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap,
sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang
pengadilan
Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua
komponen penting dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, yaitu syarat formil
dan syarat materiil. Adapun yang dimaksud dengan syarat formil vyaitu
sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a
KUHAP yang memuat tentang identitas terdakwa secara jelas dan lengkap.
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil yaitu sebagaimana juga telah
diatur didalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b yang memuat mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang
telah dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap.

Adapun uraian yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang
memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi bahwa,
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani

serta berisi:*

*Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyususnan,Fungsi dan Permasalahannya,
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, him. 45

*M. Harun Husein, Op. Cit, him 46
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a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.
Jika dijabarkan dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka dapat penulis

simpulkan bahwa syarat sah surat dakwaan adalah sebagai berikut:

a.
b.
C.

==

Dibuat oleh penuntut umum

Diberi tanggal dan ditanda tangani

Memuat identitas tersangka

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan

Mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan

2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan,

maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan cara cermat.

Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat

dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Tunggal:

Dalam penamaanya ada juga yang menamakan dengan dakwaan biasa,

menurut M Yahya Harahap berpendapat bahwa:

“Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun
dalam rumusan tunggal. surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan
saja. umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak
pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan
(mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor alternatif atau

fakto subsidair

2943

Menurut M Harun Husein berpendapat bahwa

“Penamaan dengan menggunakan istilah dakwaan tunggal lebih tepat
untuk digunakan. dengan menggunakan dakwaan tunggal akan

"M Yahya Harahap, Op. Cit, him. 398
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tergambar bahwa dakwaan itu hanya satu (tunggal), tidak ada
alternatifnya maupun pengganti atau kumulasi/kombinasinya.
dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang didakwakan
juga hanya satu/tunggal”*

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan inti
terpenting dari penyusunan surat dakwaan tunggal adalah dibuat jika penuntut
umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

a. Cukup bisa didakwa dengan satu jenis atau satu macam tindak pidana

saja. Misalnya: pencurian Pasal 362 KUHP

b. Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberpa ketentuan pidana

(concursus idealis) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP
c. Melakukan perbuatan berlanjut (voorgezette handling) seperti diatur
dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang
didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling
mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaaan dakwaan alternatif adalah
karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang
tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil
peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan
alternatif.*”®

Demikan pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat
alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

1. Saling mengecualikan, dan

2. Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan

dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa

sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

*M. Harun Husein, Op. Cit, him. 68

*M. Harun Husein, Op. Cit, him. 70
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Dari hal tersebut di atas perumusan dakwaan alternatif antara satu dakwaan
dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada
hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan
sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak
terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya itulah sebabnya bentuk
dakwaan alternatif ini disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim
memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan.

3. Surat Dakwaan Subsidair

Dalam bentuk surat dakwaan ini, terdiri dari dua atau beberapa dakwaan
yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan
tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.
M Yahya Harahap berpendapat bahwa:*®

“sering juga bentuk dakwaan ini menggunakan istilah dakwaan
pengganti atau dalam peristilahan Inggris disebut “with the alternative
of”. Artinya dakwaan subsider (dakwaan urutan kedua menggantikan
dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah
menggantikan urutan paling atas”

Bentuk surat dakwaan Subsidair dimana ada kemiripan atau kerancuan yang
terjadi akibat kemiripan penerapan dengan bentuk surat dakwaan alternatif.

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan
pembuatan surat dakwaaan surat alternatif, terutama bagi mereka yang
kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat
dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan
antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut
umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan
di dakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara
pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar terungkap
tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut
umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang
dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan
didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat
atau kualifikasi ringan.”*’

4. Surat Dakwaan Kumulatif

**M Yahya Harahap, Op. Cit, him. 402

*M. Harun Husein, Op. Cit, him. 79
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Banyak istilah yang digunakan untuk menamakan dakwaan ini, ada yang
menggunakan dakwaan kumulasi ada yang menggunakan dakwaan berangkai,
semua istilah itu sebenarnya mengandung maksud yang sama Yaitu ingin
menggambarkan dakwaan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak
pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Surat dakwaan
kumulatif ini digunakan agar terdakwa tidak mudah lepas apabila ada beberapa
tindak pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan terdakwa lepas karena tidak
terbukti oleh satu tindak pidana padahal terdakwa tersebut melakukan beberapa
tindak pidana.

Sehubungan dengan dakwaan kumulatif, M Harun Husein menyatakan
bahwa:

“bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa

yang dinamakan samenloop/concursus atau delneming. pada

pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi

seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang

yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan

dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun

kumulasi pelakunya.”*®

Konsekuensi dari surat dakwaan dalam bentuk komulatif yakni dalam
persidangan harus dibuktikan satu-persatu. Apabila penuntut umum menganggap
terbukti semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat Pasal 63
sampai dengan Pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat

adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Bentuk surat dakwaan yang ke lima adalah kombinasi dimana dakwaan ini
dibuat karena terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari
dakwaan yang bersifat alternatif maupun subsider. Untuk memenuhi kebutuhan
dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena
kompleknya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan

surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut

“1bid, him.80
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umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui
konsekuensi didalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan
surat dakwaan yang dibuat.

“Bentuk surat dakwaan bisa ditulis sebagai berikut:*® a. Komulatif
subsidair, b. Komulatif alternative, c. Subsidair komulatif. Pembuktian
dakwaan dilakukan terhadap setiap lapisan, jadi setiap lapisan
dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. pembuktian pada
masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan
bentuk lapisannya, apabila lapisannya subsider maka pembuktiannya
dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada
lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisannya terdiri dari
lapisan-lapisan yang bersifat alternatif maka pembuktian dakwaan
pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan
yang dipandang terbukti.”

2.4 Pertimbangan Hakim
2.4.1 Pertimbangan Bersifat Yuridis

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai
putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat
dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua
adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang
didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan yang dan oleh
Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:>
a. Dakwaan Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah
pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaaan yang dijadikan pertimbangan
hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa;

“Ibid., hlm 89-90

%Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo persada,
Jakarta, 2007, him 213-216
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Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan
sebagai alat bukti.Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di
sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau
dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas
pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan
mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu
dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti;

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat
dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang
pengadilan. barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti
sebab undang-undang menetapkan lima alat bukti yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana;

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan
mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Sehingga dalam pemeriksaan
dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si
terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-
undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum.

Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

2.4.2 Pertimbangan Bersifat Non Yuridis
Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang
dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya
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tersebut, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan
terdakwa, antara lain meliputi:**
a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar  belakang  perbuatan  terdakwa adala  setiap  keadaan
yangmenyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada
diriterdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban
ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari
kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada
masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa
terancam.
c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat
pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,
sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang
dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah
dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang
dimiliki dalam masyarakat.
d. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila
sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus
menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri

maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis
maupun pertimbangan non yuridis secara definitive tidak ditemukan didalam

berbagai peraturan hukum acara.

1bid, him.216-221
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2.5 Putusan Pengadilan
2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di indonesia mengatur
akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam
substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata ““..dalam sidang pengadilan
terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian
seperti telah disebut dalam Bab | dimuka. Tentang kapan suatu
pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP
sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana.*

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor
penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti
dalam sidang pengadilan. selain itu, pengambilan putusan harus harus diambil
dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. berkenaan
dengan adanya musyawarah ini, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam buku
Rusli Muhammad menyatakan bahwa:*®

“Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan
putusan tersebut hakim tidak bolenh melampaui batas yang telah
ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar
pemeriksaan di sidang pengadilan”

Setiap Putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya
putusan tersebut. Selain itu harus tercantum pasal dari peraturan perundang-
undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis,

yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1)

>2J M. van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, him. 286

>*Rusli Muhammad, Op. Cit, him. 199
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili”.

Mengenai syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang harus dipenuhi
diatur dalam KUHP. Dalam putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 KUHAP
yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Surat putusan pemidanaan memuat:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama danpekerjaan
terdakwa;

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenaifakta
dan  keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan
kesalaham terdakwa;

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surattuntutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturanperundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dariputusan, disertai
dengan keadaan yang memberatkandan yang meringankan
terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi
segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai
barang bukti;

J. keterangan  bahwa  seluruh  surat  ternyata  palsu
atauketerangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat
surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalamtahanan
atau dibebaskan;

I. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, namahakim
yang memutus dan nama panitera.

(2)Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h,

J, k dan | pasal ini mengakibatkan putusan batal demihukum.
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(3)Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam
undang-undang ini.Selain itu, Kketentuan mengenai putusan
bukan pemidanaan diaturdalam Pasal 199 KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut:

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat
digolongkan kedalam tiga macam vyaitu:

a. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum

Selanjutnya putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan “jika pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
maka terdakwa diputus bebas.” (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Perlu dicatat disini kurang tepat digunakan kata kesalahan” disitu, karena
jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan
hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tapi terdakwa tidak bersalah
karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata
“perbuatan® disitu, schingga berbunyi”... perbuatan yang didakwakan tidak
terbukti dilakukan terdakwa...”. Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van
Bemmelen sebagai berikut:**

“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanner hij zich geen
overtuiging heeft vormen omtrent de waarheid (d.w.z omtrent de
vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heef begaan) of
wanner hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet
door deze verdachte is begaan.’

(putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan
mengenai kebenaran (d.k.i mengenai pertanyaan apakah terdakwa
telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa
yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang
melakukanya).

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah

putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian

>*Andi Hamzah, Op. Ci., him. 287
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menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di
persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin
atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak
memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut
ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang
terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.>®
Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Rusli Muhammad
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan
oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:
1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang
disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu
saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai
keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua
keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.
b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada
terdakwa yang setelah melalu pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan,
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatupidana. jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam
Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.”

> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika,
Jakarta, 2005, him.348

*°Rusli Muhammad, Op. Cit, him. 201
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Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik
(tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan
Jaksa (niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie).

Jadi, dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut
tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah
(sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf
(feitd ’excuse).>
c. Putusan Pemidanaan

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal
193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan van

Bemmelen sebagai berikut;*®

“Een veroodeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging
heeft verkregen, dat de vardachte het the laste gelegde feit heeft
begaan en hij feit en verdachte ook strafbaaracht”

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan
bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

*’Andi Hamzah, Op. Cit., him. 282

*%Ibid, him. 286
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BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk surat dakwaan alternatif Penuntut Umum pada Putusan Nomor:
25/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.PI tidak sesuai apabila dikaitkan dengan
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena yang dijadikan dasar
adalah perbuatan pokok yang didakwakan penuntut umum adalah sejenis
yaitu mengenai penyelundupan barang impor yang diatur di dalam Pasal
102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga bentuk
surat dakwaan yang tepat digunakan adalah surat dakwaan subsidair.

2. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur “mengangkut barang impor
yang tidak tercantum ke dalam manifest, memasuki daerah kepabeanan”
tidak terbukti sudah sesuai apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan. Hal itu berdasarkan fakta persidangan terdapat
juragan atau nahkoda kapal yang mempunyai tugas utama dalam melakukan
tindak pidana tersebut, seorang nahkoda kapal dapat dikatakan melanggar
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-
DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor karena
barang yang diangkut adalah barang yang dilarang untuk diimpor dan
memenuhi unsur Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan karena dilihat dari sisi kemampuan bertanggungjawab atas
kapal yang dibawa, dokumen-dokumen kapal dan dokumen barang

(manifest).

69
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1.2 Saran

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seharusnya dengan benar-
benar cermat, jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143
ayat (2) huruf b KUHAP. Kesalahan menerapkan bentuk surat dakwaan
tidak membuat surat dakwaan batal demi hukum namun hal ini dapat
melemahkan dakwaan penuntut umum di dalam proses pembuktian
sehingga nantinya terdakwa dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum. Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas dan lengkap akan
memudahkan hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan.

2. Mengingat sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia No:51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas perlu adanya pembinaan kepada seluruh komponen
masyarakat menyangkut penegakan hukum kepabeanan khususnya
menyangkut masalah penyelundupan pakaian bekas impor sehingga para
buruh kapal yang kurang memahami ketentuan umum impor dapat

menghindari penyelundupan pakaian bekas impor.
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PUTUSAN

NOMOR:25/Pid.SUS.Anak/2013/PN.PL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan

Anak padaPengadilan

Negeri Palu

yang mengadili

perkara-

perkaraPidanapada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah

menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id

: SARDIANSA Bin RAABA

:Desa Wanci

:17 Tahun/18 Oktober1995

:Laki-laki

:Indonesia

:Desa  Wanci Topa, Kecamatan Wangi-

wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi

Sulawesi Tenggara

:Islam

h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sebanai hentik komitmen Mahkamah Aauina unti,

2lava,

nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Halaman 1
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Direktori Putusan:Mahkamah ' Agung Republiklindonesia

mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

Pekerjaan :ABK KLM Jaya Raya-04

Terdakwa ditahan oleh:

* Penyidik sejak tanggal 03 Maret2013 s/d tanggal01 April 2013 di Rutan;

* Diperpanjang JaksaAnak sejak tanggal 02 April2013 s/d tanggal 11 April 2013 di Rutan;

* Jaksa Anak sejak tanggal 11 April2013 s/d tanggal 17 April 2013 di Rutan;

* HakimAnakpadaPengadilanNegeriPalusejaktanggal 18April2013s/dtanggal02 Mei2013

di Rutan;

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renihlik Indonesia heriisaha 1intuk selalir mencantumkan informasi nalina kini dan akurat sehaaai hentuk komitmen Mahkamah Aauna untuk nelavanan nublik. transnaransi dan akuntabhilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Halaman 2
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Ed Direktori Putusan-Mahkam2h ' Agung-Republik indonesia

* Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palus ejak tanggal 03 Mei2013 s/dtanggal01Juni 2013

di Rutan;
Menimbang,bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa
tidakdidampingiPenasihat Hukumdan secarategas menyatakan akan

menghadapisendiripemeriksaan perkarainiakan tetapi olehkarenaterdakwamasihanak,
maka Hakim Anak menunjuk ZULFIKARMAKARUMPA,SH, Advokat untuk mendampingi

terdakwa di persidangan;

PENGADILAN ANAK TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di
persidangan; Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang

bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDS-03/PL/04/2013,tertanggal

20 Mei 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan

putusan yangamarnyasebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDIANSA Bin RAABA terbukti secara sah dan
meyakinkanbersalahmelakukantindakpidanakKepabeanan

",sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sebanai hentik komitmen Mahkamah — “ina y

~1ava, nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id

Halaman 3
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Direktori Putusan:Mahkamah ' Agung Republiklindonesia

mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

102hurufalo.HurufhUndang-undang nomor 17 tahun
2006tentangperubahanatasUndang-Undangnomor 10 tahun 1995tentang
kepabeananlo. Pasal55 ayat (1)KUHPjoUndang-undangNomor 3Tahun 1997

tentangPeradilanAnak,yangdidakwakanolehPenuntutUmum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaSARDIANSA Bin RAABAdenganpidana
penjaramasing-masingselamal(satu)tahun 3(tiga)bulandan

DendasebesarRp.

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renihlik Indonesia heriisaha 1intuk selalir mencantumkan informasi nalina kini dan akurat sehaaai hentuk komitmen Mahkamah Aauna untuk nelavanan nublik. transnaransi dan akuntabhilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Halaman 4
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@ Direktori Putasan:MahnkamH \Agung Republiklindonesia

50.000.000,-(Limapuluhjutarupiah) subsidair 2(dua) bulankurungan,dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

agar Terdakwatetap ditahan.

3. MenyatakanBarangBuktiberupa:

* 1(satu)buah kapalmotorKLMJayaRaya -04besertaperlengkapannyaberupa

1(satu)buah mesin kapalmerek Gaming K-19,2(dua) buahmesinAlkonmerek

Jiandong R-70danlbuahmesin Derekliandong.

. Barangbekas(pakaian,tas, sepatu,boneka)sebanyak+1200 (seribudua
ratus)
ball.

Digunakanuntukperkaralain.

4. Menetapkanagar

terdakwadibebanimembayarbiayaperkarasebesarRp.5.000,-

(limariburupiah).

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sehanai hentuk komitmen Mahkamah Aauna unti,. 2lava, nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id
Halaman 5
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Telahmendengar pembelaanPenasihat Hukum terdakwa dan

permohonan terdakwa;

Menimbang,bahwa terdakwa dihadapkanPenuntut Umum dihadapkanke

persidanganberdasarkansurat dakwaannomor:PDS-03/Palu/04/2013,tertanggal15April

2013,
yangpadapokoknyamenguraikansebagaiberikut:

PERTAMA:

Halaman3dari44

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renihlik Indonesia heriisaha 1intuk selalir mencantumkan informasi nalina kini dan akurat sehaaai hentuk komitmen Mahkamah Aauna untuk nelavanan nublik. transnaransi dan akuntabhilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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% 2 Direktori Putusan-MahkamaH Agung Republik indonesia
@y :

Bahwa ia terdakwa SARDIANSA Bin RAABA, telah melakukan atau turut serta
melakukandengan saksiHADIBinNANA(dilakukanpenuntutansecaraterpisah)pada
hariSenintanggal04Maret2013sekitarjam03.00 Witaatau setidak-
tidaknyapadawaktu- waktulainpada  bulanMaretbertempatdiPerairanLautBand
PulauKapetanWangi-wangi pada posisi 05-21-673"S/123-26'662"T,  termasuk
dalam VYuridiksi Negara Republik Indonesia, yang termasukdalamdaerahhukum
PengadilanNegeri paluyang berhakdan berwenang mengadiliatau setidak-
tidaknyaberdasarkan pasal84 ayat (2) KUHAP, PengadilanNegeri
Paluberwenangmengadilikarenaterdakwa ditahandiRutan Paludan
tempatkediamansebagianbesarsaksi lebihdekat padaPengadilanNegeri Palu,telah
mengangkutbarang impor berupa barang bekas(pakaian, tas,sepatu,boneka, dll)
sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) ball atau setidak-tidaknya dalam
jumlah itu yang tidak tercantum dalam manifest, yang sarana pengangkutannya

yaitu KLMJaya Raya-04 berangkatdariluarpabeanindoensiayaitu dariDili,Timor

Lestedengantujuanpabeanindonesiayaitu DesaWanci, KecamatanWangi-wangi,
Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, perbuatan mana

dilakukan terdakwadengancara-carasebagaiberikut:

* Bahwa awalnyapadahariKamistanggal21l Pebruari2013 KapallLayar

Motor(KLM)JayaRaya-O4berangkatdaripelabuhanWanciKecamatan

Wangi-wangi,

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..usaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini «alara seban.  .entuk komitmen Mahkamah Aauna unti,. 2lavas nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan
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KabupatenWakatobi,SulawesiTenggara,dengantujuan Pelabuhan

Dili Timor Leste, dalam keadaan kosongdengan maksud
untukdiisibaranbekasberupa pakaian,tasboneka,sepatu,dan lain-

lain

Disclaimer
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diPelabuhan Timor Leste,selanjutnya KLM jaya Raya-4 tiba di

pelabuhanTimorlestepada hariMinggutanggal24Pebruari2013,

kemudianpada tanggal 26 Pebruari 2013 diadakan pemuatan

dan selesaipadatanggal28 Pebruari2013, lalupadatanggall maret

2013 saksiHadiBinNana (Nakhodakapal) bersama-samapara
ABKyaitu terdakwa Sardiansa Bin Raaba, saksiGHAZALI Bin
KAMBA,saksi SUHARDIMANBInJAENUDDIN,

saksiMAHIBInENDAH,saksiLAODE  JARUMBInRUNGA,saksiLAODEIKBAL
BinBADARUDIN,saksiLA
RAMLIBIinHALIDA,saksiRAIDIBiInMAHMUD,saksi.JAENUDDINBin  LAODE
RUNGA, saksiLAHENGKIBin LAIDAdan saksiNADAIBin LANDEA,
menguruskeperluankapaluntuk tolakatau pulangda pada tanggal02
Maret 2013 KLMJaya Raya-O4bertolak/menuju ke Desa Wanci,
KecamatanWangi-wangi,KabupatenWakatobi,Sulawesi Tenggara,
Indonesiadan yang bertanggungjawabpenuhterhadapKkLM
JayaRaya-04adalahsaksiHadiBinNana
(dilakukanpenuntutansecara

terpisah)yaituluragan/NakhodakLMJayaRaya-04;

* Bahwa pada saat kapalpatrolBC9003 yang sedang melaksanakan

patroldiwilayahkerjanyaberdasarkanSurat PerinthahBerlayar
Nomor:
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04/WBC.15/BD.04/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, pada hari
Senin tanggal04 Maret 2013 sekitarjam02.00
WitapadasaatKapalPatroli BC9003 mengapung diBoya sekitar

PulauKapetan saksi Satriyo
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HerlambangselakuMualimlpada kapalpatrolBC9003 melihatmelalui
radar ada sebuahkaplyang menujuPelabuhanWanci kurang lebih10
mil diradar, kemudian kapal patrol BC9003 melepaskan tali yang
mengikat diBoya padajarak kurang lebihl miluntuk merapatkKLM

JayaRaya-04;

* Bahwa setelahKLM Jaya Raya-04 ditengah pada posisi

05-21-673"S/123-26-662" T,KomandanPatrolimemanggilNakhoda/
juragankapalyaitusaksiHadiBinNana untuk diadakanpemeriksaan
dokumen dan muatan,berdasarkan hasil pemeriksaan muatan,
serta wawancarasingkat, ternyatakKLMJayaRaya-
O4memuatbarangbekas

(pakaian,tassepatu,boneka,dll)sebanyakkurang lebih1.200 (seribu
dua ratus)ballatau setidak-tidaknyasejumlahitu,yang berasaldariDili,
TimorLeste dengantujuanDesa Wanci,kecamatanWangi-wangi,
Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang
tidak tercantumdalammanifest,laluKLMJayaRaya-4ditarik ke
Pangkalan Sarana OperasiTipe B Pantoloan, karena cuca buruk

baru tiba di Pantoloanpadatanggall3Maret2013;

Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdan diancampidanasesuaidengan

pasall02 a hurufa johurufh  UUNo. 17 Tahun 2006 tentangperubahan Undang-
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undangatas Undang-undangNo.10 Tahun 1995tentangKepabeananjopasal55ayat

(1)ke-1 KUHP joUndang-undang Nomor3Tahun 1997tentangPeradilanAnak;
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ATAU

KEDUA:

Bahwa iaterdakwaSARDIANSABinRAABAtelah memberikanbantuankepadasaksi

HADIBinNANA(dilakukanpenuntutansecaraterpisah)padahariSenintanggal04Maret

2013sekitarjam 03.00 Witaatau setidak-tidaknyapadawaktu-waktulainpada
bulanMaret bertempat diPerairanLaut Band PulauKapetan Wangi-wangipada

posisi

05-21-673"S/123-26'662"T, termasuk dalam Yuridiksi NegaraRepublik Indonesia,
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri palu yang berhak dan
berwenang mengadiliatau setidak-tidaknyaberdasarkanpasal84ayat (2)KUHAP,
PengadilanNegeri Paluberwenangmengadilikarenaterdakwa ditahandiRutan
Paludan tempatkediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan
Negeri Palu, telah mengangkut barang impor berupa barang bekas(pakaian,
tas,sepatu,boneka,dll) sebanyak kurang lebih 1.200 (seribudua ratus) ball atau
setidak-tidaknyadalam jumlahitu yang tidak tercantum dalam manifest, yang
sarana pengangkutannyayaitu KLM Jaya Raya-04 berangkat dari luar pabean

Indoensiayaitu dari Dili, Timor Leste
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dengantujuanpabeanindonesiayaituDesa Wanci,KecamatanWangi-wangi,

Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, perbuatan mana

dilakukan terdakwadengancara-carasebagaiberikut:

* Bahwa awalnyapadahariKamistanggal21l Pebruari2013 KapallLayar

Motor(KLM)JayaRaya-04berangkatdaripelabuhanWanciKecamatan

Wangi-wangi,KabupatenWakatobi,SulawesiTenggara,dengantujuan

Halaman7dari4
4
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PelabuhanDili Timor Leste, dalam keadaan kosongdengan
maksud untukdiisibaranbekasberupa
pakaian,tasboneka,sepatu,dan lain-lain di Pelabuhan Timor
Leste, selanjutnya KLM jaya Raya-4 tiba di
pelabuhanTimorlestepada hariMinggutanggal24Pebruari2013,
kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2013 diadakan pemuatan
dan selesaipadatanggal28 Pebruari2013, lalupadatanggall maret
2013 saksiHadiBinNana (Nakhodakapal) bersama-samapara
ABKyaitu terdakwa Sardiansa Bin Raaba, saksiGHAZALI Bin
KAMBA,saksi SUHARDIMANBInJAENUDDIN,
saksiMAHIBInENDAH,saksiLAODE  JARUMBInRUNGA,saksiLAODEIKBAL
BinBADARUDIN,saksiLA
RAMLIBinHALIDA,saksiRAIDIBInMAHMUD,saksi.JAENUDDINBin  LAODE
RUNGA, saksiLAHENGKIBin LAIDAdan saksiNADAIBin LANDEA,
menguruskeperluankapaluntuk tolakatau pulangda pada tanggal02
Maret 2013 KLMJaya Raya-O4bertolak/menuju ke Desa Wanci,
KecamatanWangi-wangi,KabupatenWakatobi,Sulawesi Tenggara,
Indonesiadan yang bertanggungjawabpenuhterhadapkLM
JayaRaya-0O4adalahsaksiHadiBinNana
(dilakukanpenuntutansecara

terpisah)yaituJuragan/NakhodakLMJayaRaya-04;

* Bahwa pada saat kapalpatrolBC9003 yang sedang melaksanakan
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patroldiwilayahkerjanyaberdasarkanSurat PerinthahBerlayar

Nomor:

04/WBC.15/BD.04/2013 tanggal25 Pebruari2013, pada hari Senin
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tanggal04 Maret 2013 sekitarjam02.00 WitapadasaatKapalPatroli
BC9003 mengapungdiBoyasekitarPulauKapetan saksiSatriyo
HerlambangselakuMualimlpada kapalpatrolBC9003 melihatmelalui
radar ada sebuahkaplyang menujuPelabuhanWanci kurang lebih10
mil di radar, kemudian kapal patrol BC9003 melepaskan tali yang
mengikat diBoya padajarak kurang lebihl miluntuk merapatkkKLM

JayaRaya-04;

* Bahwa setelahKLM Jaya Raya-04 ditengah pada posisi

05-21-673"S/123-26-662" T,KomandanPatrolimemanggilNakhoda/
juragan  kpal yaitu saksiHadi Bin Nana untuk diadakan
pemeriksaan dokumen dan muatan,berdasarkan hasil
pemeriksaan muatan, serta wawancarasingkat,
ternyatakLMJayaRaya-0O4memuatbarangbekas

(pakaian,tassepatu,boneka,dll)sebanyakkurang lebih1.200 (seribu
dua ratus)ballatau setidak-tidaknyasejumlahitu,yang berasaldariDili,
TimorLeste dengantujuanDesa Wanci,kecamatanWangi-wangi,
Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia yang
tidak tercantumdalammanifest,laluKLMJayaRaya-4ditarik ke
Pangkalan Sarana OperasiTipe B Pantoloan, karena cuca buruk

baru tiba di Pantoloanpadatanggall3Maret2013;
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Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdan

diancampidanasesuaidengan pasall02ahurufajohurufh UUNo0.17Tahun

2006tentangperubahanUndang-undang
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atasUndang-undangNo.10 Tahun 1995 tentangKepabeananjopasal56 ayat (1)ke-1

KUHPjoUndang-undang Nomor3Tahun 1997tentangPeradilanAnak;

Menimbang,bahwaatasdakwaanPenuntutUmum
tersebut,terdakwatidakmengajukan eksepsi/keberatantetapiterdakwa
menyatakansudahmengertiatasisidan maksuddari dakwaantersebut.Demikian

jugaPenasihatHukum terdakwatidakmengajukanEksepsi/ keberatan;

Menimbang,bahwauntuk
membuktikandakwaannyalaksaAnakmenghadirkan5 (lima)orang saksi,masing-
masingbernama:1. ROMADISETOMULIANTO?2. SATRIYO

HERLAMBANG,3.HADIBinNANAdan4 .GHAZALIBinKAMBA;

1. Saksi ROMADISETOMULIANTO,dibawahsumpahmemberikanketeranganyang

padapokoknyasebagaiberikut:

* Bahwa saksikenaldenganterdakwapadasaat kejadiannamuntidak ada

hubungan keluargabaiksedarahmaupunsemendadantidakada

hubunganpekerjaan;

* Bahwa saksiadalahKomandanPatroliKapalpatroliBC9003 yang bertanggungjawab

atas operasipatroli laut kapal Bea dan Cukai sesuai denganjalur pelayaran

yang ditentukan;

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sehanai hentuk komitmen Mahkamah Aauna unti,. 2lava, nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id
Halaman 19


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direktori Putusan:Mahkamah ' Agung Republiklindonesia

mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

* Bahwa KLMJayaRaya-04ditangkapdiPulauKapetanWang-wangilautBandapada

posisi05-21-673"s/123-26-662"TpadahariSenintanggal04 Maret 2013sekitarjam

03.00 Wita;
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* Bahwa padasaatditangkapyang beradadalamKLMJayaRaya-4terdiridaril2(dua

belas)orang yakniterdakwadan saksiHadiBinNana dan saksiSardiansaBinRaaba,

yangberperansebagaiNakhodaadalahsaksi HadiBinNana;

* Bahwa berdasarkaninterogasiyang dilakukansaksidan teman-temansaksiterdakwa

dansaksi SardiansaBinRaababerperansebagaiABK;

* Bahwa berdasarkaninterogasiyang dilakukanKLMJayaRaya-4berangkatdari Dili

TimorLeste menujudaerahKepabeanan DesaWanci,KecamatanWangi-wangi,

KabupatenWakatobi,PropisiSulawesiTenggara;

* Bahwa kapalKLMJayaRaya membawabarang-
barangbekasberuapakaian,sepatu dan bonek yang dibungus dengan karung
pastik putih. Berdasarkan keterangan nakhodadananak buah

kapaljumlahnyakurang lebih1.200 (seriduaratus)ball;

* Bahwa setelahdintanyakankepada terdakwa dan nakhoda Kapal,mengenai

dokumennyaa,nakhodadanABKtidakdapat menunjukkanmanifestbarang;

* Bahwa saksitidak mengetahuidari manadan mau kemanakapaltersebuttetapi
berdasarkanketerangandarisaksi HadiBinNana KLMJayaRaya -0O4memuatbarang
bekassebanyak
.+1200(seribuduaratus)balldengantujuanDesaWanciKeeamatan Wangi-

wangi,Wakatobi,SulawesiTenggara.Indonesia.
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SR

)=

mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

* Bahwa padahariSenintanggal04Maret2013 sekitarjam02.00 Witapadasaatkapal

patroliBC9003 mengapungdiBoya sekitarPulauKapetansaksiSatriyo Herlambang

selakuMualiml padakapalpatroliBC9003 melihat melaluiradar ada sebuahkapal

Halamanlldari44
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yangmenuju Pelabuhan WancitlOmildiradar,kemudian kapal patroli BC9003

melepaskantaliyang mengikatdiboya untuk pergimerapatkekapalKLMJayaRaya

-04. Setelahkapalditegah,saksimemanggiljuraganuntuk diadakanpemeriksaan

dokumendan muatanditemukanbahwakapaltersebutmemuatBarang

bekasberupa pakaian,tas, sepatu,boneka,dllsebanyak +1200

(seribuduaratus)balldengantidak dilindungi dokumenkepabeanan yang berasal

dari Dili Timor Leste dengantujuan Wanci SulawesiTenggaralndonesia.KLM

JayaRaya -04 setelahselesaidilakukan

pemeriksaao,akhirnyadigiringmenujupangkalanSaranaOperasi

TipeBPantoloan karenaeuaea buruk dengantinggi gelombang .+ 4 - 6 meter

kapal berlindung di PelabuhanMakassarsekaligusisiBBM dan
ransumkapal,kemudianberlindunglagi untuk
menghindaribadaiditelukWajoPulauKabaenadan  TanjungBiru, akhirnya

sampaidiPantoloantanggall3Maret2013.

Menimbang,bahwaatasketerangansaksitersebut,terdakwamembenarka
nnya;

2. Saksi SATRIYOHERLAMBANG,dibawahsumpah memberikanketerangan yang

padapokoknyasebagaiberikut:
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S

mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

&

* Bahwa saksikenaldenganterdakwapadasaat kejadiannamuntidak ada

hubungan keluargabaiksedarahmaupunsemendadantidakada

hubunganpekerjaan;

* Bahwa saksiadalahKomandanpada kapalpatroliBC.9003dalamSurat Perintah

Berlayar
No.04/WBC.15/BD.04/2013tanggal25Februari2013.
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* Bahwa KLMJayaRaya -04 ditangkapdipulauKapetanWangi- WangilLaut Banda

padaPosisi 05° -21' -673" S/123°-26' -662" TpadahariSenintanggal04 Maret

2013sekitarpukul03.00

Wita.
* Bahwa saksi mengetahuinamaNahkoda/JuragankKLMJayaRaya -
O4setelahditegak olehKapalPatroliBC.9003 dan

setelahdiadakanpemeriksaanABKdan Pemeriksaan dokumen barang.

* Bahwa ABKKLMJayaRaya - 04 yaitusaksiSardiansaBin Raaba, terdakwal

GhazaliBin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman BinJaenuddin., terdakwa3 Mahi Bin
Endah,terdakwa 4lLaode JarumBinRunga,terdakwa 5Laode lkbalBinBaddarudin,
terdakwablaramliBinHalida,terdakwa7RaidiBinMahmud, terdakwa8Jaenuddin
BinLaode Runga,terdakwa8LahengkiBinLaidi,dan terdakwal0 NadaiBinLandea,
dan saksiHadiBinNana selakuNahkoda/JuraganKLMJayaRaya -04. Padasaat
penangkapankLMJayaRaya - 04olehkapalpatroliBC9003saksisebagaikomandan
patroli memanggil NahkodaKapal tangkapanyang bernamasaksiHadi Bin Nana,
untuk membawadokumenbarang dan dokumenkapal, dari hasilwawaneara
yang saksilakukan,ditemukanbuktiternyatakKLMJayaRaya -04

berangkatdariDiliTimor Leste menuju DaerahPabean Desa Wanei Keeamatan

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sebanai * atuk  nitmen Mahkamah Aauna unti,. 2lava, nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id
Halaman 25


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- Direktori Putusan-Mahkamah Agung Republik'indonesia

Wangi-Wangi, Wakatobi, SulawesiTenggara,Indonesia.Meneobauntuk Impor
Barangbekasberupapakaian,
tas,sepatu,boneka,dllsebanyak.£1200(seribuduaratus)balldengantidakdilindun

gidokumen kepabeanan.
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* Bahwa saksitidak mengetahuidari manadan mau kemanakapaltersebuttetapi

berdasarkanketerangandarisaksi HadiBinNana KLMJayaRaya -0O4memuatbarang
bekassebanyak
.11200(seribuduaratus)balldengantujuanDesaWanciKeeamatan Wangi-

wangi,Wakatobi,SulawesiTenggara.Indonesia.

* Bahwa padahariSenintanggal04Maret2013 sekitarjam02.00 Witapadasaatkapal
patroliBC9003 mengapungdiBoya sekitarPulauKapetansaksiSatriyo Herlambang
selakuMualiml padakapalpatroliBC9003 melihat melaluiradar ada sebuahkapal
yangmenuju Pelabuhan Wancitl0Omildiradar,kemudian kapal patroli BC9003

melepaskantaliyang mengikatdiboya untuk pergimerapatkekapalKLMJayaRaya

-04. Setelah kapal ditegah, saksimemanggil juragan untuk diadakan

pemeriksaan dokumendan
muatanditemukanbahwakapaltersebutmemuatBarang bekasberupa
pakaian,tas, sepatu,boneka,dllsebanyak +1200

(seribuduaratus)balldengantidak dilindungi dokumenkepabeanan yang berasal
dari Dili Timor Leste dengantujuan Wanci SulawesiTenggaralndonesia.KLM
JayaRaya -04 setelahselesaidilakukan
pemeriksaao,akhirnyadigiringmenujupangkalanSaranaOperasi

TipeBPantoloan karenaeuaea buruk dengantinggi gelombang .+ 4 - 6 meter

kapal berlindung di PelabuhanMakassarsekaligusisiBBM dan
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ransumkapal,kemudianberlindunglagi untuk
menghindaribadaiditelukWajoPulauKabaenadan  TanjungBiru, akhirnya

sampaidiPantoloantanggall3Maret2013.

Menimbang,bahwaatasketerangansaksitersebut,terdakwamembenarkannya;
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3. Saksi HADI Bin NANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknyasebagaiberikut:

Bahwa saksikenaldenganterdakwapadasaat kejadiannamuntidak ada hubungan

keluargabaiksedarahmaupunsemendadantidakada hubunganpekerjaan;

* Bahwa saksiadalahNahkoda/JuraganKLMJayaRaya -04 dan bertanggungjawab

penuhdiKLMJayaRaya - 04.

* Bahwa saksisudahtigakalimengangkutbarangimpor berupapakaianbekasdan

lain-laindariTimorLeste denganmenggunakanKapalkKLMJayaRaya-04.

Bahwa saksiberangkatdariPelabuhanWanci padaHariKamisTanggal21 Februari

2013menggunakankLMJayaRaya -04menujuTimorlLeste dalamkeadaanmuatan

kosong,tibadipelabuhanTimorLeste,padahariMinggutanggal24Februari2013.

* Bahwa saksitidak mengetahuipemilik barangtersebut,yang saksiketahuibahwa
pengurusbarangpadamuatanKapalKLMJayaRaya-04adalahLaDuridan pemilik

kapaladalahMasToni.

* Bahwa padatanggal24 Februari2013 saksidan ABKKLMJayaRaya -04 tibadi

PelabuhanTimor Leste,2 hari setelahkedatanganpada tanggal26 Februari2013
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diadakanpemuatanpertamasampaidenganselesaipemuatantanggal28

Februari

2013 olehburuh yang dipeintahkanolehpengurussaudara Laduri, padatanggall
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Maret2013saksidan terdakwamenguruskeperluankapaluntuktolak,padatanggal2

MaretkLMJayaRaya - 04bertolakkeWancilndonesia.

* Bahwa KLMJayaRaya -04 berlayar selama2haridan padatanggal4Maret 2013
pukul03.00 WitakKLMJayaRaya - 04 bertemudengankapalPatroliBC. 9003 di
Perairan Laut BandaPulau Kapetan Wangi-Wangi, dan terjadilah Penegahan
dan pemeriksaankapalsertadokumenpelindungbarangolehpetugas Bea dan

Cukaiyang berada dalamKapalPatroliBC.9003.

*Bahwa ada ABKKLMJayaRaya -04 yaitusaksiSardiansaBinRaaba,terdakwal

GhazaliBin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bio Jaenuddin, terdakwa 3 MahiBin
Endah,terdakwa 4lLaode JarumBinRunga,terdakwa 5Laode lkbalBinBaddarudin,
terdakwablaramliBinHalida,terdakwa7RaidiBinMahmud, terdakwa8Jaenuddin
Bin LaO0O'e Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin

Landea.

* Bahwa saksisebagainahkodakLMJayaRaya - 04hubungan saksidenganterdakwa

adalahterdakwasebagaiABK bekerjaatasperintahsaksikarenasaksiyang akan

membayarupah kerjaterdakwa.
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isinyaberupabarangbekas(pakaian,sepatu,tas, boneka,dll).
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* Bahwa saksimendapatkanupah daripengurusbarangsejumlahRp.1.500.000,-(satu

jutalimaratusriburupiah) yang akan dibayarkansetelahkapaltibakembalidiDesa

Wanci,Indonesia

* Bahwa KLMJayaRaya -04 memilikiDokumenKapaltetapitidak memilikidokumen

barang,karenabarangyangdiangkutadalahbarangyangdilaranguntukdiimpor.

* Bahwa dokumenmuatan kapal tidak ada dan saksitidak punya sertifikat sebagai

Nahkoda/juragansertakKLMJayaRaya - 04hanyamemilikidokumen
kapal.

* Bahwa Surat Nomor IdentifikasiKapaldariKementrianPerhubungan tanggal5April

2011, perjanjiankerja lautno. 571/PKL.SBA/X1/2007, sertifikatkeselamatanNomor:
PK.001/24/02/Ksop-Kdi-2013 darimenteri Perhubungan,surat ukurkapalNomor
PengesahanPY.671/8/13/DIl05Tanggal18Maret2005,

PortClearanceCertificatedari RepublicaDemocraticaDe Timor Leste

No.MTC.SETEC/DNTM/0139/1I/2013tanggal

2Maret2013.
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* Bahwa posisi kapalwaktu ditegahsekitartl jamdari KepulauanKapetan,Wangi-

wangilautBandadengantitikkoordinat 05°- 21'-673"S/123°- 26'-662"T.

Menimbang,bahwaatasketerangansaksitersebut,terdakwamembenarkannya;

4. Saksi GHAZALIBin KAMBA,dibawahsumpahmemberikanketeranganyang pada

pokoknyasebagaiberikut:

* Bahwa saksi kenaldenganterdakwaakan tetapitidakada hubungankeluarga;
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* Bahwa terdakwa GhazalibinKkamba bertugassebagaipembantukKKMSuhardiman

binJaenuddinsekaligusmengurusransumpadakLMJayaRaya-04.

* Bahwa terdakwal Ghazalibinkamba

mengatakanpenanggungjawabsepenuhnya diataskLMJaya Raya

adalahsaksiHadibinNana selakujuragan/nahkodakLMJaya Raya -04.

* Bahwa KLMJaya Raya-0O4ditegaholehKapalPatroliBC 9003 padahari Senin
tanggal4d Maret 2013 pukul03.00 witadiPulauKapetan,wangi-wangi,Laut Banda,
sekitarl(satu)jamlagisampaidipelabuhanwanci, dan muatanyang dibawakLM

JayaRaya-04adalahbarangbekasberupa(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka).

* Bahwa tidakada barang-baranglainselainbarangtersebutdiatas.

* Bahwa KLMJayaRaya - 04 mengangkutbarang bekas (Pakaian,Tas, Sepatu,

Boneka) dari pelabuhan Dili, Timor Leste dan mau dibawa ke Wanci, Wakatobi,

SulawesiTenggara,Indonesia.

* Bahwa terdakwa 1Ghazalibinkamba tidak mengetahuijumlahbarang bekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)yangdiangkutolehKLMJayaRaya-04.
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* Bahwa padahari kamis tanggal 21 Februari2013 dari PelabuhanWanci menuju
PelabuhanDili,TimorLeste tanpamuatan,hariminggu tanggal24Februari2013 tiba

diPelabuhanbDili,TimorLeste,tanggal26Februari2013 s/dtanggal28 Februari2013
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terdakwadan ABKlainnyamelakukanpemuatanbarangbekas(Pakaian,Tas,
Sepatu, Boneka),Pada hari sabtutanggal2 Maret 2013 KLMJayaRaya-
O4berangkatdari Pelabuhan Dili, Timor Leste tujuan Wanci, Wakatobi, Sulawesi
Tenggaralndonesia, selama2 hari melakukanperjalanan,padahari Senin

tanggal4 Maret 2013 pukul

03.00 wita KLMJaya Raya-O4bertemudengan KapalPatroli BC 9003, KLMJaya

Raya-
O4langsungdiperiksaolehpetugaskapal.

* Bahwa terdakwalGhazalibinkamba sudah2kalimengangkutbarangbekas,yang
pertamapadatanggal08 Desember2012 dari Wanci tujuanDili, TimorlLeste,pada
tanggall0 Desember 2012 berangkatdari Dili, Timor Leste tujuan Wanci dengan

membawamuataneakarsebanyak1.000 (seribu)ball,yang keduapadatanggal24

Februari2013 dari Wanci tujuanDili, Timor Leste,pada tanggal02 Maret 2013

berangkatdariDili,TimorLeste tujuanWanci.

* Bahwa terdakwalGhazalibinkamba mengetahuibenderayang dipakaiKLMJaya

Raya-
O4adalahbenderalndonesia.
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* Bahwa terdakwal GhazalibinKkamba tidak mengetahuisiapapemilik barangbekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)dansiapapemilikkLMJayaRaya-04.

* Bahwa terdakwalGhazalibinKamba tidakmengetahuisiapapenerimabarangbekas

(Pakaian,Tas,Sepatu,Boneka)diWanci,Wakatobi,SulawesiTenggara,Indonesia
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* Bahwa sudah2kaliterdakwalGhazaliBinKamba, yang pertamapadatanggal08

Desember 2012 dariWaneitujuanDilli,TimorLeste,pada tanggall0ODesember2012
berangkat dari Dilli, Timor Leste tujuan Wanci dengan membawa muatan eakar
sebanyak1000 (seribu)ball,yang keduapadatanggal24 Februari2013 dari Wanci
tujuanDilli,TimorLeste,padatanggal02Maret 2013berangkatdariDilli, TimorLeste

tujuanWanci.

* Bahwa ABKKLMJayaRaya - 04 sebanyakl2 orang vyaitusaksiHadiBinNana
(Nakhoda Kapala) bersama-sama para ABK yaitu saksi Sardiansa Bin Raaba,

terdakwalGhazaliBinKamba, terdakwa2 SuhardimanBinJaenuddin,terdakwa3

MahiBinEndah,terdakwa4 Laode JarumBinRunga,terdakwa5 Laode lkbalBin

Baddarudin,terdakwa6laramliBinHalida,terdakwa7RaidiBinMahmud, terdakwa$8

JaenuddinBinLaode Runga,terdakwa9lahengki BinLaidi,dan terdakwal0 Nadai

BinLandea.

* Bahwa terdakwalGhazaliBinkamba mengenalsaksiHadiBinNana selakujuragan/

NahkodasetelahterdakwalGhazaliBinKarnba diajakbekerjadikLMJaya Raya -04,

danyangmengajakadalaahjuragansendiri.
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* Bahwa terdakwal GhazaliBinkamba dijanjakanolehsaksiHadiBinNana  upah
sejumlahRp.1.500.000,-(satujutalimaratusriburupiah)setelahKLMJaya Raya -04

tibadiPelabuhanWanci.
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Menimbang,bahwaatasketerangansaksitersebut,terdakwa
membenarkannya;

Menimbang,bahwadipersidanganjugatelahdidengarketeranganahli;

1. BAMBANGDWIHARIADI,dibawahsumpahmemberikanketerangan

yangpadapokoknyasebagaiberikut:

* Bahwa Ahli bekerjasebagaiKepalaSeksi Kepabeanandan CukailV pada

KantorPengawasandanPelayananTipeMadyaPabeanBMakassar.

* Bahwa ahlimendapatkanSurat Tugasdari KepalaKantor WilayahSulawesi
Nomor ST-65/WBC.15/2013 tanggal 26 Maret 2013, saksiditugaskan untuk
memberikan  keterangansebagai Ahli kepadapenyidik KPPBC Tipe

Pratama Pantoloan.

* Bahwa pendidikanAhliadalah:

=Tahun 1999lulusFakultasEkonomi(S-1)UniversitasAirlangga.

=Tahun 2005lulusFakultaslimuManajemen(S-2)UniversitasAirlangga.

Riwayatjabatansaksi:
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=BulanFebruariTahun 2011 s/d Juni2012 sebagaiKepalaSeksi manifest

KPPBC TipeMadyaPabeanSoekarnoHatta.

=BulanJuniTahun 2012s/dsekarangsebagaikKepalaSeksi Kepabeanandan

CukailVTipeMadyaPabeanBMakassar.
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* Bahwa ahlimempunyaikeahliandibidangkepabeanan.DiklatKkepabeananyang

ahliikuti antaralain:Pejabatfungsionalpemeriksadokumen,Coumterfitdan
PiratedWorkshop, RuleofQOriginWorkshop.Selainituditunjangdengan

pengalamanahliselamasekitar20Tahun bertugasdiDitienBeadanCukai.

* Bahwa pasal90 ayat (1)UUNo. 17 Tahun 2006 menyatakanbahwa"Untuk
pemenuhankewajibanpabeanberdasarkanUndang-undanginiPejabatBea
dan Cukaiberwenanguntukmenghentikandan
memeriksasaranapengangkutserta

barangdiatasnya".PeraturanPelaksanaanatasPasal90 ayat (1)UUNo. 17

Tahun 2006tersebutyaitu:

1. PPNo.21Tahun 1996tentangPenindakandibidangKepabeanan.

2. Peraturan JenderalBea dan CukaiNomor P-53/BC/2010tentang tatalaksana

Pengawasa
n.

3. Keputusabn Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997tentang tatalaksana
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SR

PenindakandiBidangKepabeana
n.

4. KeputusanDirjenBea dan CukaiNomor KEP-08/BC/1997tentangpenghentian,
pemeriksaandan penegahansarana pengangkutdan
barangdiatasnyaserta

penghentianpembongkarandanpenegahanbarang.
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5. KeputusanDirjenBeadanCukaiNomorKep-58/BC/1997tentangPatroliBeadan

Cukai.

* Bahwa berdasarkan Pasall Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/
KMK.05/1997 PejabatBea dan Cukaidiberiwewenanguntukmelakukan

pengejaranatau melakukanupayapenghentiansecarapaksa.

* Bahwa TimPatroliBea dan Cukaiwajibmelakukanpenegahanterhadapkapal
dan barangmuatan diatasnya. TimPatroliBea dan CUKAlberwenang
memerintahkankepadaNahkodaagar membawakapalnyake Kantor Bea

dan Cukaiuntukdilakukanpemeriksaan/penelitianlebihlanjut.

* Bahwa berkaspenindakanyang harusdibuat KomandanPatroli(Kopat) laut
Ditien Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadapkapal
dan barangmuatannya tersebutyaituBeritaAcara
PemeriksaanSaranaPengangkut yang ditandatanganiolehyang

bersangkutan sertadimungkinkanBerita Acara penyegelanjikadiperlukan.

* Bahwa jikahasilpemeriksaantidak

ditemukanadanyapelangparandibidang
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kepabeanan,berdasarkanPasal3 KeputusanMenteri KeuanganNomor

:30/

KMK.05/1997Saranapengangkut berikut

barangdiatasnyadapatmelanjutkan perjalanannya.
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* Bahwa saranapengangkutlkapal,muatandan awak kapaltersebutsetelah

sampaidikantor Bea dan Cukai,patroliBea dan Cukaiberwenangmelakukan
patrolilaut meliputiseluruhwilayahperaianindonesia,laut Wilayah/Zona
tambahan,Zona ekonomi eksklusif,landaskontinenterutama padapulau-
pulau buatan,instalasi-instalasi dan bangunan- bangunan lainnya

sertaselat yang digunakanuntukpelayaraninternasional.

* Bahwa kapalPatroliDitienBea dan cukaitidak dapatmelakukanpatrolidi
wilayah laut negaralain karenawilayah laut ditien bea dan cukai hanya di
wilayahNegaraKesatuan Republikindonesiasepertitelahahlijelaskan.Halini
secarategasjugaditulisdalamSurat PerintahBerlayartimpatrolilautBea dan
Cukai.Tapidalampengejaranseketika (hotpursuitlkarena didugaterjadi
pelanggaran UU Kepabeanan dan telah ada persetujuan pimpinan
dikantor,kapalPatroliBea dan
CukaidimungkinkandapatmemasukiWilayahlautnegara
lainsebagaimanadiaturdalamPasall5keputusanDirjenBea dan

CukaiNomor Kep-58/BC/1997tentangPatroliBeadanCukai.

* Bahwa pengertiadarimpormenurutUUNo.17Tahun 2006Pasallnomor 13

yaitukegiatanmemasukkanbarangkedalamdaerah pabean.
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* Bahwa barangdikategorikansebagaibaranglmpor menurut UU Nomor 17

Tahun 2006pasal2 ayat (1) yaitu barangyang dimasukkan kedalam
daerah pabeandiperlakukansebagaibarangimpor dan terutangbea

masuk.Ayat ini

24

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renihlik Indonesia heriisaha 1intuk selalir mencantumkan informasi nalina kini dan akurat sehaaai hentuk komitmen Mahkamah Aauna untuk nelavanan nublik. transnaransi dan akuntabhilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Halaman 48


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2 Direktori Putasan:MahkamH \Agung-Republiklindonesia

memberikanpenegasanpengertianimporsecarayuridis
yaitupadasaatbarang memasukidaerah pabean dan
menetapkansaatbarangtersebuttertuangbea masuk serta merupakan

dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukanpengawasan.

* Bahwa pengertianDaerahPabeanberdasarkanpasallnomor 2UUnomor 17

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomorl0 Tahun
1995tentang. KepabeananadalahwilayahRepublik Indonesiayang
meliputidarat,perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat
tertentu di  Zona Ekonomi  Eksklusifdan landaskontinenyang
didalamnyaberlaku UUNo.17Tahun 2006

tentangperubahanatasUUNo0.10Tahun 1995tentangKepabeanan.

* Bahwa berdasarkanPasal7Aayat (1)UUNo. 17 Tahun 2006 dratur bahwa
pengangkutyang saranapengangkutnyaakan datangdariluar
daerahPabean mengangkut
barangimporwajibmemberitahukanrencanakedatangansarana
pengangkut(RKSP) kekantor pabeantujuansebelumkedatangansarana

pengangkut.
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Pada Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 pengangkut yang sarana
pengangkutnyamemasukidaerahPabean wajibmencantumkan barangyang
diangkutnyadalammanifes.Jadipengangkutyang

berasaldariluardaerahPabean vyang memasuki daerah pabean wajib

membawa dokumentmanifes atas barang yangdiangkutnya.

Halaman25dari44

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renihlik Indonesia heriisaha 1intuk selalir mencantumkan informasi nalina kini dan akurat sehaaai hentuk komitmen Mahkamah Aauna untuk nelavanan nublik. transnaransi dan akuntabhilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Halaman 50


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ed Direktori Putusan-Mahkam2h ' Agung-Republik indonesia

Pada Pasal 7A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006 pengangkut yang sarana

pengangkutanya datang dari luar daerah pabean dengan
mengangkutbarang sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)wajibmenyerahkanpemberitahuanpabean mengenaibarang

yangdiangkutnyasebelummelakukanpembongkaran.

Pemberitahuanpabean yangdimaksudBC1.1(manifest).

* Bahwa sesuaipenjelasanPasal7Aayat (2) UUNo.17 Tahun 2006 tentang

perubahanatasUUNo. 10 Tahun 1995 tentangkepabeanan yang dimaksud
dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam

sarana pengangkut.

* Bahwa perbuatan tersebut diatasmelanggar tindak
pidanakepabeanan

sebagaimanadimaksudPasall02hurufaUUNo.17Tahun 2006. DalamPasal

102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang
mengangkutbarang impor vyang tidak tercantumdalam manifet
sebagaimana dimaksuddalamPasal 7Aayat(2)UUNo.17Tahun
2006dipidanakarena

melakukanpenyelundupandibidangimpordenganpidanapenjarapalingsin

gkat
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1(satu)tahun dan pidanapenjarapalinglamal0 (sepuluh)tahun dan pidana

denda palingsedikitRp.50.000.000,- (Limapuluhjutarupiah)dan

palingbanyak Rp.5.000.000.000,-(lima milyarrupiah).

* Bahwa perbuatanterdakwalGhazaliBinKkamba, terdakwa2SuhardimanBin

Jaenuddin,terdakwa3 MahiBinEndah,terdakwa4 Laode JarumBinRunga,

26
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terdakwab5Laode lkbalBinBaddarudin,terdakwa6lLaramliBinHalida,terdakwa

7 RaidiBin Mahmud, terdakwa 8 JaenuddinBin Laode Runga, terdakwa 9

Lahengki  BinLaidi,dan terdakwalO0 NadaiBinLandea,tersebutmerupakan
tindappidanapenyelundupandibidangimporyang

melanggarUUkepabeanan sebaimana dimaksud Pasal 102 hurufa UU
No. 17 Tahun 2006 tentang perubahanatasUUNo.10Tahun

1995tentangkepabeanan.

* Bahwa kerugianNegaraakibat penyelundupanPakaianBekasyang dikemas
dalamBallpressdari sisi material/keuangannegaratidakada
karenapakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ball press tersebut
dilarang diimpor ke Indonesiasehinggatidakmungkin dikenakanbea

masukmaupunpajakdalam rangkaimpor.

Menimbang,bahwaatasketeranganahlitersebutterdakwa menyatakantidak

memahami;

Menimbang,bahwaataspermintaan PenuntutUmumyangdisetujuiterdakwa,
keterangan Ahli RUDI ZULKARNAIN, SH. MH, yang tertuang dalam Berita
AcaraPenyidikandibacakandipersidangan,yangpadapokoknyamenerangkansebaga

iberikut:
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* Bahwa Ahli adalahKepalaSeksi Usaha Sarana perdagangan Kantor

DepartemenPerdagangan PropinsiSulawesiTengahdari tahun 1999

sampaidengansekarang.
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* Bahwa AhlimendapattugassebagaiAhlidariatasanAhlisesuaiSurat Tugas

Nomor:094/1688/Bid.Dag/2013.

* Bahwa tugasdan
kewenanganAhliyaitumelaksanakanregulasiperdagangan kebijakan
perdagangandalamnegeri dan Juar negeri nadaDinas Koperasi

UMKMPerindustriandanPerdaganaganProp. Sulteng.

* Bahwa tata cara impor secara umum diatur dalamkeputusan menteri
Perindustrian dan  PerdaganganRepublik Indonesia No.
229/MPP/Kep/7/1997 tanggald Juli1997 tentangketentuanumum

dibidangimpor,tata cara impor secaraumum:

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka
pengenal impor (APl), angka pengenal impor sementara (APIS), Angka

PengenallmporTerbatas(APIT).

2. Imporhanya dapatdilakukanolehperusahaan yang
telahmemperolehnomor identitas Kepabeanan(NIK) yang

diterbitkanolehDirektoratJendralBea dan Cukai.

Disclaimer

Kenaniteraan Mahkamah Aauna Renuihlik Indor h..rusaha untik selalii mencantiimkan informasi nalina kini dan akurat sehanai hentuk komitmen Mahkamah Aauna unti,. 2lava, nv k. transnaransi dan akuntahilitas nelaksanaan fiinasi neradilan

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.gr id
Halaman 55


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- Direktori Putusan-Mahkamah 'Agung Republikiindonesia
7
3. Importasibarangyang
dipakai,Importasiwajibmengisiformulirpemberitahuan
imporbarang(PIB)denganlengkapdan .
* Bahwa menu rut ahlidalampelaksanaanimpor barang bekas (pakaian,
tas,sepatu,boneka), tidak diperbolehkansesuaidengan Keputusan Menteri
28
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";7 PP A DAY S A

Perindustriandan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/
Kep1711997Tanggal 04 Juli 1997 padaPasal3 Barangyang diimporharus

dalamkeadaanbaru.PadaPasal2ayat (1)dikecualikan:

1. Barangpindahan.

2. Barangimporsementara,barang

kiriman,hadiahuntukkeperluanibadahumum, amal,sosialdankebudayaan.

3. Barang perwakilannegara asing, beserta para pejabat yang bertugas di

Indonesiaberdasarkanasastimbalbal
ik.

4, Baranguntuk keperluanBadaninternasionalbesertapejabatnyayang

bertugas dilndonesia.

5. Barangcontoh yangtidakuntukdiperdagangkan.

Pengecualianlebihlanjut sebagaimanadimaksuddiatasdapat ditetapkanoleh

MenteriPerindustriandanPerdagangan.
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* Bahwa impor Barangbekas berupapakaian,sepatu,tas, boneka, dll sudah
melanggarketentuandariperdagangan yang
dikategorikansebagaipelanggaran
dibidangimporkarenatidaksesuaidenganperaturan yang berlaku

dariMenteri Perdagangan.
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* Bahwa mengenaiPenyelundupanlebihtepat dikenakanmelanggarpasall02

hurufaUUNo.17Tahun 2996tentangPerubahanatasUUNo.10 Tahun 1995
tentangKepabeanan,karenamenurut peraturanMenteri Perdagangan
Nomor:642/MPP/Kep/9/2002tanggal23September2002tentang

perubahan lampiranlkeputusanMenteri Perindustriandan
PerdaganganNomor:230/MPP/ Kep/7/1997 tantangbarangyang diaturtata
niagaimpornya.Ketentuanbarang bekas(pakaian,tas, sepatu,
boneka)yang diimpor,setelahtanggalditetapkan

keputusandiatassudahtidakberlaku lagi.

* Bahwa menu rut analisaahliperbuatan terdakwa 1 GhazaliBin Kamba,

terdakwa2SuhardimanBinJaenuddin,terdakwa3MahiBinEndah,terdakwa4

Laode JarumBinRunga,terdakwa5 Laode lkbalBinBaddarudin,terdakwa6

LaramliBinHalida,terdakwa7 RaidiBinMahmud,terdakwa8 JaenuddinBin
Laode Runga, terdakwa 9 Lahengki Bin Laidi, dan terdakwa 10 Nadai Bin
LandeadapatdikatakansebagaitindakanpenyelundupansesuaidenganPa

sal

102hurufalUUNo.17 Tahun 2006 TentangPerubahanatasUUNo.10Tahun

1995tentangkepabeana
n.
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Menimbang,bahwadipersidanganjugaterdakwatelahmemberikanketerangany

ang padapokoknyasebagaiberikut:
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* Bahwa benar terdakwa adalahABKKLMJayaRaya -04, bersama-samadengan

yang bertanggungjawabsepenuhnyadiatasKLMJayaRaya -04 adalahsaksiHadi

BinNana
selakujuragan/nahkoda.

* Bahwa KLMJayaRaya - 04 dicegaholehkapalPatroliBC. 9003 padahari Senin
TanggalO4Maret 2013 pukul03.00 WitadiPulauKapetanWangi-wangiLautBanda
sekitarl(satu)jamlagisampaidiPelabuhanWanci, dan muatanyang dibawakLM

JayaRaya - 04adalahbarangbekasberupapakaian,tas, sepatu,boneka.

* Bahwa KLMJayaRaya -04mengangkutbarangbekasberupapakaian,tas, sepatu,
bonekadaripelabuhanDili,TimorLeste untuk dibawakeWanci, Wakatobi,Sulawesi

Tenggara, Indonesia.

* Bahwa terdakwa berangkatdariPelabuhanWanci menujuTimor Leste,KapalkKLM

JayaRaya - 04dalamkeadaankosong.

* Bahwa terdakwa berangkat dari PelabuhanWanci padaHari Kamis Tanggal21

Februari2013 menggunkan KLMJaya Raya - 04 dari pelabuhan Wanei menuju
PelabuhanDiliTimorLeste tanpamuatan,padahariMinggutanggal24Februari2013

saksidan
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mirbkiimmm o maalliAama Al A~ i A A A A

ABKlainnyabesertaterdakwamelakukanpemuatanbarangbekas(pakaian, tas,

boneka,sepatu,dll).Padahari Sabtutanggal2 Maret 2013 KLMJayaRaya -

O4berangkat dari PelabuhanDili,Timor Leste tujuanWanci Wakatobi,Sulawesi

Tenggara,Indonesiaselama2harimelakukanperjalananpad ahariseninTanggal4
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Maret 2013pukul03.00 WitaKLMJayaRaya -04 benerrrodenganKapalPatroliBC.

9003, KLMJayaRaya -O4langsungdiperiksaolehpetugas kapal.Bahwa saksisudah

duakalimengangkutbarangbekasdenganmenggunakankLMJayaRaya - 04.

* Bahwa ABKKLMJayaRaya - 04 yaitusaksiSardiansaBin Raaba, terdakwal

GhazaliBin Kamba, terdakwa 2 Suhardiman Bin Jaenuddin, terdakwa 3 MahiBin
Endah,terdakwa 4lLaode JarumBinRunga,terdakwa 5Laode lkbalBinBaddarudin,
terdakwablaramliBinHalida,terdakwa7RaidiBinMahmud, terdakwa8Jaenuddin
BinLaode Runga,terdakwa9lahengki BinlLaidi,dan terdakwal0 NadaiBinLandea,

dansaksi HadiBinNana selakuNahkoda/JuragankLMJayaRaya - 04.

* Bahwa terdakwa mengenalsaksiHadiBinNana setelahsaksidiajakbekerjadiKLM

JayaRaya - 04,danyangmengajaksaksi adalahjuragansendiri.

* Bahwa terdakwadijanjikanolehsaksiHadiBinNana selakuluragan/Nahkoda Kapal
upah sejumlahRp. 750.000,-(tujuhratuslimapuluhribu rupiah) setelahKLMJaya

Raya - O4tibadiPelabuhanWanci.

Menimbang,bahwadipersidanganjugatelahdiperiksabarangbuktiberu
pa:
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SR

)=

* 1(satu)buah kapalmotor KLMJayaRaya - 04 besertaperlengkapannyaberupa 1
(satu) buah mesin kapal merek Caming K-19, 2(dua) buah mesin Alkon merek

Jiandong R-70danlbuah mesin DerekJiandong.

* Barangbekas(pakaian,tas, sepatu,boneka)sebanyak+1200 (seribuduaratus)ball.
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Menimbang,bahwaatastuntutanJaksaAnaktersebut,PenasehatHukum
terdakw dan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknyamohon
keringanan hukumankarenaterdakwamenyesaliperbuatannya

danberjanjitidakakan mengulangi;

Menimbang,bahwaataspermohonanyang diajukanPenasihatHukum

terdakwa dan terdakwatersebut,Jaksa Anak menanggapinyasecaralisanyang

padapokoknya tetap padatuntutannya demikian
jugaterdakwamenyampaikantanggapansecaralisan yangpadapokoknyatetap
padapermohonannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan,

keterangan terdakwa dan barang-barang buktiyang diajukandipersidangan, maka

diperolehfakta-faktasebagaiberikut:

* Bahwa benarterdakwa adalahABKKLMJayaRaya - 04, bersama-samadengan

saksiGHAZALI BinkAMBA,SUHARDIMAN BinJAENUDDIN, MAHI BinENDAH, LAODE
JARUM Bin RUNGA, LAODE IKBAL Bin BADARUDIN, LA RAMLI  Bin HALIDA, RAIDI
BinMAHMUD,JAENUDDINBInLAODERUNGA, LAHENGKIBin LAIDAdan

NADAIBInLANDEA;

* Bahwa benarnakhodakLMJayaRaya - 04adalahsaksi HadiBinNana;
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* Bahwa benarkKLMJayaRaya -04 mengangkutbarangbekasberupapakaian,tas,
sepatu,bonekadari pelabuhanDili, TimorLeste untuk dibawake Wanci, Wakatobi,

SulawesiTenggara,Indonesia.

Halaman33dari44
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* Bahwa benarKLMJayaRaya - 04dicegaholehkapalPatroliBC.9003padahariSenin

Tanggal04Maret2013pukul03.00 WitadiPulauKapetanWangi-wangiLautBanda;

* Bahwa benarKapalKLMJayaRaya -04 berangkatdariPelabuhanWanci padaHari
KamisTanggal21l Februari2013 menujuPelabuhanDiliTimor Leste tanpamuatan,

padahariMinggutanggal24Februari2013;

* Bahwa benaryang memasukkanbarang-barangyang akan dimuat dalamKapalKLM

JayaRaya - 04adalahburuhpelabuhan;

* Bahwa benarbarang-barangyang dalamkapalberadadalamKLMJayaRaya —-04

bukan milikterdakwa;

* Bahwa benarterdakwadijanjikanolehsaksiHadiBinNana selakuJuragan/Nahkoda
Kapalupah sejumlahRp. 750.000,-(tujuhratuslimapuluhriburupiah)setelahkKLM

JayaRaya - O4tibadiPelabuhanWanci.

* Bahwa terdakwa merasa menyesalatasperbuatanyang dilakukannyadan

berjanji tidakakan mengulangj;

* Bahwa terdakwabelumpernahdihukum;
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SR

Menimbang,bahwaselanjutnyaHakim Anak akan mempertimbangkandakwaan

PenuntutUmum;

Menimbang,bahwa terdakwadidakwaPenuntutUmum dalambentuk surat dakwaan

Alternatif,Pertama melanggar pasall02 a hurufa johurufh UUNo0.17 Tahun 2006
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Ed Direktori Putusan-Mahkam2h ' Agung-Republik indonesia

tentang perubahan Undang-undangatas Undang-undang No. 10 Tahun 1995
tentang Kepabeananjopasal55 ayat (1)ke-1 KUHP joUndang-undangNomor 3Tahun
1997 tentangPengadilanAnakATAUKEDUAmMelanggarpasall02ahurufajohurufh

UUNo.

17 Tahun 2006 tentangperubahanUndang-undangatasUndang-undangNo. 10
Tahun

1995 tentangKepabeananjopasal56ayat (1)KUHPjoUndang-undangNomor 3Tahun

1997tentangPengadilanAnak

7

Menimbang,bahwa walaupun terdakwadidakwadalambentuk

dakwaanAlternatif, oleh karena dakwaan Penuntut Umum satu jenis maka, Hakim

Anak memandang, dakwaanPenuntutUmum

bentuknyadakwaanSubsidaritas,Primair melanggar pasal

102ahurufajohurufh UUNo.17 Tahun 2006 tentangperubahanUndang-undangatas
Undang-undangNo.10Tahun 1995tentangKepabeananjopasal55ayat(1)ke-1KUHP
joUndang-undangNomor 3Tahun 1997 tentangPengadilanAnak,Subsidairmelanggar
pasal 102 a hurufa johurufh UUNo. 17 Tahun 2006 tentangperubahanUndang-
undangatasUndang-undangNo.10Tahun 1995tentang Kepabeananjopasal56ayat

(1) KUHPjoUndang-undang Nomor3Tahun 1997tentangPengadilanAnak;
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Menimbang,bahwaolehkarenaterdakwadidakwadalambentuk surat

dakwaan Subsidaritas,maka HakimAnakterlebihdahulumembuktikandakwaan
Primiarmelanggar pasal pasal 102ahurufajohurufh ~ UUNo.17Tahun 2006
tentangperubahanUndang- undangatasUndang-undangNo.10Tahun 1995tentang
Kepabeananjopasal55ayat (1) ke-1 KUHPjoUndang-undangNomor 3 Tahun 1997
tentangPengadilanAnak. Apabila

dakwaanPrimairtidakterkbuktidilanjutkandenganpembuktinandakwaanSubsidair;

Halaman35dari4
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Menimbang, bahwa terdakwadidakwa dalam dakwaanPrimiar melanggar
pasal pasal 102 a hurufa johurufh UUNo. 17 Tahun 2006
tentangperubahanUndang- undangatasUndang-undangNo.10Tahun 1995tentang
Kepabeananjopasal55ayat (1) ke-1 KUHP joUndang-undangNomor 3 Tahun 1997

tentangPengadilanAnak, yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

1. UnsurSetiaporang;

2. UnsurMengangkut barang import yang tidak tercantumkedalam manifest,

memasukidaerah kepabeanan;

3. Unsursecarabersama-samamelakukan, menyuruhmelakukan atau turut

melakukanperbuatan.

Ad.1.UnsurSetiaporang.

Menimbang,bahwayang dimaksuddengan
"setiaporang’adalahsetiapmanusia atau

badanhukumyangdidakwamelakukansuatutindakpidana;

Menimbangbahwaterdakwadihadapkanke persidanganberdasarkandakwaan

PenuntutUmumNomor:PDS-03//Palu/04/2013,tertanggall5April2013;
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=

Menimbang,bahwasetelahMajelisHakim menanyakanidentitasdiri yang
tercantumdalamsurat dakwaantersebutkepadapara saksidan terdakwa,para
saksidan

terdakwamembenarkanidentitastersebutadalahidentitasdiridariterdsakwa;
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Menimbang,bahwaolehkarenaidentitasdiriyangtercantumdalamsurat
dakwaan tersebut adalah identitasdiriterdakwa, maka

terdakwatelahdidakwamelakukansuatu tindakpidana;

Menimbang,bahwa berdasarkanuraianpertimbangandiatasunsur "Setiap

Orang’,

telahterbukti;

Ad.2. UnsurMengangkut barang import yang tidak tercantumkedalam manifest,

memasukidaerah kepabeanan;

Menimbang,bahwa berdasarkanketerangansaksiROMADISETOMULIANTO,

SATRIYO HERLAMBANG, HADI Bin NANA dan GHAZALI Bin KAMBA serta

keteranganterdakwadiperolehfaktasebagaiberikut:

* Bahwa benarterdakwa adalahABKKLMJayaRaya- 04, bersama-samadengan

saksiGHAZALI BinkAMBA,SUHARDIMAN BinJAENUDDIN, MAHI BinENDAH, LAODE
JARUM Bin RUNGA, LAODE IKBAL Bin BADARUDIN, LA RAMLI  Bin HALIDA, RAIDI
BinMAHMUD,JAENUDDINBinLAODERUNGA, LAHENGKIBin LAIDAdan

NADAIBInLANDEA;
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* Bahwa benarnakhodakLMJayaRaya - 0O4adalahsaksi HadiBinNana;
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* Bahwa benarKLMJayaRaya -04 mengangkutbarangbekasberupapakaian,tas,

sepatu,bonekadari pelabuhanDili, Timor Leste untuk dibawake Wanci, Wakatobi,

SulawesiTenggara,Indonesia.

* Bahwa benarKLMJayaRaya - 04dicegaholehkapalPatroliBC.9003padahariSenin

Tanggal04Maret2013pukul03.00 WitadiPulauKapetanWangi-wangilLautBanda;

* Bahwa benarKapalKLMJayaRaya -04 berangkatdariPelabuhanWanci padaHari
KamisTanggal21l Februari2013 menujuPelabuhanDiliTimor Leste tanpamuatan,

padahariMinggutanggal24Februari2013;

* Bahwa benaryang memasukkanbarang-barangyang akan dimuat dalamKapalkKLM

JayaRaya - 04adalahburuhpelabuhan;

* Bahwa benarbarang-barangyang dalamkapalberadadalamKLMJayaRaya —04

bukan milikterdakwa;

* Bahwa benarterdakwadijanjikanolehsaksiHadiBinNana selakuJuragan/Nahkoda

Kapalupah sejumlahRp. 750.000,-(tujuhratuslimapuluhriburupiah)setelahkKLM

JayaRaya - O4tibadiPelabuhanWanci.
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Menimbang,bahwadarifakta-

faktadiatas,terdakwahanyalahseorangABK sedangkanyang berindak

selakunakhodakLMJayaRaya -04 adalahsaksiHadiBin Nana.Yang bertanggung

jawab atas surat-surat kapal termasukbarang yang berada

dalamkapaladalahnaknoda,bukan AnakBuah Kapal(terdakwadan ABKlainnya)yang
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berjumlahll(sebelas)orang.SeorangABK tidak

bertanggungjawabatasseluruhsurat- surat barang-barangyangada didalamkapal;

Menimbang,bahwawalaupunterdakwadan ABKlainnyaberadadidalamkapal

padasaat KLMJayaRaya - 04 membwabarang-barangbekas berupa pakaian, tas,
sepatu, boneka dari pelabuhan Dili, Timor Leste untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi,
SulawesiTenggara,Indonesiayang

tidaktercantumdalammanifestbarangsebagaimana dimaksud dalam pasal 7A
ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bukan
berartiterdakwaselakuABKbertanggungjawabuntukmenyediakanmanifesttersebut
dan juga tidak ada kewajiban dari terdakwauntuk menanyakansurat-
surattersebut selaku pekerja,yang berkewajiban menanyakanmanifest
barangadalah saksi Hadi BinNana selakunakhodadan yang

melengkapimanifestbarangadalahpemilikbarangatau yang dikuasakanuntukitu;

Menimbang,bahwaolehkarenaterdakwaselakuABKtidakbertanggungjawa
b untuk menyediakanmanifesttersebutdan  jugatidakada kewajibandari
terdakwauntuk menanyakansurat-
surattersebutselakupekerja,yangberkewajibanmenanyakanmanifest
barangadalahsaksi HadiBinNana selakunakhodadan yang
melengkapimanifestbarang adalahpemilik barangatau yang dikuasakan untuk itu,

walaupun dalam kenyataannya kapalKLMJayaRaya -04 membwabarang-
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barangbekasberupapakaian,tas, sepatu, bonekadari pelabuhan Dili, Timor Leste

untuk dibawa ke Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia,yang termasuk

daerah Kepabeanan Indonesia,bukan berarti

Halaman39dari4
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Ed Direktori Putusan-Mahkam2h ' Agung-Republik indonesia

terdakwa telahmengangkut barang import yang tidak tercantum

kedalammanifest, memasukidaerahkepabeanan;

Menimbang,bahwa berdasarkan uaraianpertimbangandiatasunsur

""Mengangkut barang import yang tidak tercantumkedalam manifest,memasuki

daerah kepabeanan”tidakterbuktiterbukti;

Menimbang,bahwaolehkarenasalahsatu unsur daripasall02ahurufajohurufh

UUNo0.17 Tahun 2006 tentangperubahanUndang-undangatasUndang-undangNo.10

Tahun 1995 tentangKepabeananjopasal55 ayat (1)ke-1 KUHP, tidak terbukti,maka

terdakwaharusdibebaskandaridakwaanPertamatersebut;

Menimbang,bahwa selanjutnyaHakimanak akan
mempertibangkandakwaan Kedua yaknimelanggarpasall02 a hurufa johurufh
UUNo. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang atas Undang-
undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananjopasal56 ayat
(1)KUHPjoUndang-undangNomor 3Tahun 1997 tentang PengadilanAnak,yangunsur-

unsurnya sebagaiberikut:

1. UnsurSetiaporang;
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=

2. UnsurMengangkut barang import yang tidak tercantumkedalam manifest,

memasukidaerah kepabeanan;

3. UnsurMembantu Melakukan.

40
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Menimbang,bahwa untukmembuktikandakwaan Kedua
ini,HakimAnakakan mengambil alih keseluruhan pembuktian dakwaanPertama
karenaunsur pertamadan keduaadalahsamakecualiunsur ketigayakniunsur

membantumelakukan;

Menimbang,bahwaolehkarena salahsatuunsur
daridakwaanpertamayakni unsur  keduatidakterbukti,maka  Hakim Anak

berpendapatunsur keduadalamdakwaan keduainijugatidakterbukti;

Menimbang,bahwaolehkarena salahsatuunsur
dalamdakwaankeduatidak terbukti,maka

terdakwaharusdibebaskandaridakwaankeduatersebut;

Menimbang,bahwaolehkarenaterdakwa
tidakterbuktimelakukantindak pidanadalamdakwaanlaksaPenuntut Umum
tersebut,maka berdasarkanrumusan191

ayat(1)KUHAPterdakwaharusdibebaskandaridakwaantersebut;

Menimbang,bahwaolehkarenaterdakwatelahdinyatakanbebasdari
dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebutsesuai dengan rumusanpasal 14 ayat
(1) Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaanKitab Undang-
undangHukum Acara Pidana, maka hak-hak terdakwa harus direhabilitasi dengan
memulihkan hak terdakwadalamkemampuan,kedudukan danharkat

sertamartabatnya;
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Menimbang,bahwaternyataterdakwa beradadalamtahananRutan

Palupadahal terdakwa dibebaskan dari dakwaanlaksa Anak, maka terdakwa

diperintahkan segera dibebaskandaritahanan;
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Menimbang,bahwaolehkarenaterdakwadibebaskandaridakwaan

JaksaAnak, maka biayaperkaradibebankankepada negara;

Menimbang,bahwamengenai barang-barangbuktimeliputi:87
(delapanpuluh tujuh)batangkayu bentuk balakanberbagaimacam jenis
denganvolume14,5888M3, olehkarenabarangbuktisebanyak

36(tigapuluhenam)penggalmilikdariterdakwayang sah menurut hukum, maka
dikembalikan kepada terdakwa ZAINAB MAKARAMA sedangkanbarangbukti
sebanyak51 (lima puluh satu)penggal, merupakanhasil  dari
kejahatantindakpidanadibidangkehutanandan bernilaiekonomis,maka

dirampasuntuk negara;

Mengingatpasall9layat (1)KUHAP,Pasall4ayat(1)Peraturan PemerintahNomor

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Undang-undangNo. 17 Tahun 2006 tentangperubahan Undang-undangatas
Undang- undangNo. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan,Undang-undangNomor
8Tahun 1981 tentangKitab Undang-undangHukum Acara Pidana,Undang-

undangNomor 48 Tahun

2008 tentang Kekuasaan Kehakimandan Peraturan Perundang-udangan lainnya

yang berhubungandenganperkaraini.
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1. MenyatakanterdakwaSARDIANSABin RAABA tidak terbuktisecarasahdan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama

dan Kedua;
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2. MembebaskanterdakwaSARDIANSABIinRAABA dariKedua dakwaantersebut;

3. Memulihkanhak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya;

4. Memerintahkanterdakwasegera dikeluarkandaritahanan;

5. Menetapkanbarangbuktiberupa:

* 1(satu)buah kapalmotorKLMJayaRaya -O4besertaperlengkapannyaberupa

1(satu)buah mesin kapalmerek Gaming K-19,2 (dua)buahmesinAlkonmerek

Jiandong R-70 danlbuah mesin Derekliandong.

* Barangbekas (pakaian,tas, sepatu, boneka)sebanyak +1200 (seribudua

ratus)ball.

DikembalikankepadaPenuntutUmum untuk dipergunakandalam perkara

lain;

6. Membebankanbiayaperkarakepadanegara;

DemikianlahdiputuskanHakimAnakpada PengadilanNegeri Palupadahari JUMAT

tanggal 31 Mei 2013 oleh kami ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH, putusanmana
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diucapkanpadahari itujugadalampersidanganyang terbukauntuk umum olehHakim
Anak tersebut,dibantuolehHj.NURHASNAABDULLAH, SH, PaniteraPenggantipada
PengadilanNegeritersebut,dihadiriolehNASEH,SH.,JaksaAnakpadaKejaksaanNegeri

Palu,PenasihatHukumterdakwa,PembimbingKemasyarakatan danterdakwa.
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PANITERA PENGGANTI HAKIMANAK TERSEBUT,

Hj.NURHASNAABDULLAH,SH.ROMMELF.TAMPUBOLON,SH.
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